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PENGANTAR

Kepala Pusdatin Kesos

Puji dan syukur kami ucapkan
kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas
segala rahmat-Nya Pusat Data dan
Informasi Kesejahteraan Sosial
(Pusdatin Kesos) dapat menyele-
saikan Laporan Kinerja Tahun 2022.

Laporan Kinerja Pusdatin Kesos
Tahun 2022 disusun dengan berpe-
doman pada Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara
Dan Reformasi Birokrasi Republik
Indonesia No 53 Tahun 2014 Ten-
tang Petunjuk Teknis Perjanjian
Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata
Cara Reviu Atas Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah. Laporan ini
sebagai bentuk akuntabilitas dari
pelaksanaan tugas dan fungsi yang
dipercayakan kepada Pusdatin
Kesos atas penugasan serta peng-
gunaan anggaran tahun 2022.

Pada tahun 2022 terdapat perubah-
an struktur organisasi Kementerian
Sosial yang ditindaklanjuti oleh
Pusdatin Kesos dengan melakukan
berbagai strategi manajemen dan
pelaksanaan kegiatan yang diharap-
kan dapat tergambar secara mema-
dai dalam laporan ini. Laporan ini
memuat tujuan, sasaran strategis,
target, capaian serta informasi pen-
dukung lainnya terkait kinerja dan
pelayanan di lingkungan Pusdatin
Kesos.

Kami mengucapkan terima kasih
atas dukungan semua pihak dan tim
penyusun Laporan Kinerja Tahun

Kepala Pusdatin Kesos

Agus Zainal Arifin

2022. Harapan kami semoga laporan
ini dapat menjadi resume informasi
bagi publik dan Kementerian/Lemba-
ga mitra Pusdatin Kesos serta berman-
faat bagi Pusdatin Kesos dalam pen-
ingkatan kinerja di masa yang akan
datang.

Jakarta, Januari 2023

Kepala Pusdatin Kesos

Agus Zainal Arifin
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Ringkasan
Eksekutif

Sasaran Kegiatan

‘ Meningkatnya Kualitas dan Layanan DTKS
Persentase (%) Ketepatan

Sasaran DTKS

TARGET

98,00 °

REALISASI

99,37

Persentase (%) DTKS yang memiliki
integritas data

TARGET

97,00

REALISASI

98,97

%

Persentase (%) Daerah yang
memanfaatkan DTKS

TARGET

63,00 °

REALISASI

80,29 °




Jumlah Kementerian/Lembaga
yang memanfaatkan DTKS

TARGET

5 (Kementerian/Lembaga)
REALISASI

6 (Kementerian/Lembaga)

Persentase (%) Kabupaten/Kota
yang aktif melakukan pemutak-
hiran DTKS.

TARGET

63,00 °

REALISASI

90,27 °




Terwujudnya Tata Kelola yang baik pada
Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan
Sosial.

Nilai SAKIP Pusat Data dan
Informasi Kesejahteraan
Sosial.

TARGET

A (Nilai)

REALISASI

A (Nilai)

(Capaian Tahun 2021)

dan Informasi Kesejahteraan

‘ Nilai Kinerja Anggaran Pusat Data
Sosial.

TARGET

86,02 i

REALISASI

87,69 i




Pendampingan bagi
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Teknis Ap
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Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

Kementerian Sosial memiliki peran yang
sangat penting dalam usaha peningkatan taraf
kesejahteraan masyarakat terutama fakir
miskin, kelompok rentan, dan orang tidak
mampu agar meningkat kualitas hidupnya
dan terbebas dari kemiskinan. Untuk menca
pai tujuan tersebut, Kementerian Sosial
melakukan berbagai strategi dan terobosan
melalui program/kegiatan yang terintegrasi
dengan pelayanan sosial, pendidikan, keseha-
tan, ketenagakerjaan, serta kewirausahaan
sehingga pengentasan kemiskinan yang
dilakukan syarat dengan pemberdayaan
dalam rangka mendukung pertumbuhan
ekonomi dan pembangunan. Program/kegia-
tan yang dilaksanakan Kementerian Sosial
diantaranya Bantuan Sosial Program Keluarga
Harapan (PKH) yang akan diintegrasikan
dengan Program Indonesia Pintar (PIP),
Program Sembako, Bantuan Rumah Sejahtera
Terpadu (RST), Asistensi Rehabilitasi Sosial
(ATENSI), perlindungan sosial korban bencana,
Penerima Bantuan luran Jaminan Kesehatan
Nasional (PBI JKN), Subsidi energi, jaring
pengaman sosial COVID-19, pemberdayaan
warga Komunitas Adat Terpencil (KAT), dan
program kewirausahaan sosial. Dalam pelaksa-
naan kegiatan-kegiatan tersebut digunakan
Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)
yang secara periodik dan terus menerus
dilakukan verifikasi dan validasi oleh berbagai
pihak dengan mengacu pada Undang-undang
No 13 tahun 2009 tentang Penanganan Fakir
Miskin.

Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial (Per-
mensos) nomor 1 tahun 2022 tentang Organi-
sasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial, Pusat
Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial
(Pusdatin Kesos) mendapatkan tugas melak-
sanakan pengelolaan serta diseminasi data
dan informasi kesejahteraan sosial, pengelo-
laan, dan pengembangan sistem dan teknolo-

gi informasi. Terdapat berbagai langkah
Pusdatin Kesos dalam menyikapi isu strate-
gis, perubahan kebijakan dan tantangan
dalam pelaksanaan tugas tersebut yang
disampaikan secara sistematis melalui Lapo-
ran Kinerja (Lkj) ini disertai penjelasan, grafik
dan data yang diharapkan dapat tergambar
secara memadai.

Berpedoman pada Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Refor-
masi Birokrasi Republik Indonesia No 53
Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanji-
an Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara
Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerin-
tah, Laporan Kinerja (Lkj) ini disusun sebagai
pelaporan kepada Menteri Sosial melalui
Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial terkait
informasi kinerja yang telah dan seharusnya
dicapai oleh Pusdatin Kesos pada tahun
2022. Lkj juga sebagai bentuk akuntabilitas
dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang
dipercayakan kepada Pusdatin Kesos atas
penggunaan anggaran tahun 2022. Selain itu
Lkj juga menjadi resume informasi bagi
stakeholders dan Kementerian/Lembaga
mitra Pusdatin Kesos, serta menjadi salah
satu bentuk pertanggungjawaban kepada
publik.

1.2. Tugas dan Fungsi

Tugas dan fungsi Pusdatin Kesos berdasarkan
Peraturan Menteri Sosial (Permensos) nomor
1 tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Kementerian Sosial disajikan pada tabel
sebagai berikut:




Tabel 1.1 Tugas dan Fungsi Pusdatin Kesos

Melaksanakan pengelo-
laan serta diseminasi data
dan informasi kesejahter-

aan sosial, pengelolaan
dan pengembangan
sistem dan teknologi
informasi

TUGAS FUNGSI

Penyusunan kebijakan teknis dukun-
gan substantif pengelolaan dan
diseminasi data serta pengelolaan
sistem dan teknologi.

Pelaksanaan tugas dukungan substan-
tif pengelolaan dan diseminasi data
serta pengelolaan sistem dan teknolo-
gi informasi.

Pelaksanaan verifikasi dan validasi
data program potensi dan sumber
kesejahteraan sosial dan pemerlu
pelayanan kesejahteraan sosial.

Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan.

Pelaksanaan urusan ketatausahaan
pusat.

Dalam menjalankan tugas fungsi terutama terkait dengan pengelolaan DTKS, Pusdatin Kesos
berpedoman pada peraturan perundangan antara lain:

1. Undang-Undang nomor 11 tahun 2009
tentang Kesejahteraan Sosial.

2. Undang-undang nomor 13 tahun 2011
tentang Penanganan Fakir Miskin.

3. Undang-undang nomor 23 tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah.

4.  Peraturan Menteri Sosial nomor 3 tahun
2021 tentang Pengelolaan Data Terpadu
Kesejahteraan Sosial.

5.  Peraturan Menteri Sosial nomor 1 Tahun
2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Sosial.

6. Keputusan Menteri Sosial nomor
150/HUK/2022 tentang Tata Cara Proses
Usulan Data serta Verifikasi dan Validasi.

7. Serta peraturan perundangan lainnya
yang mendukung pelaksanaan tugas dan
fungsi Pusdatin Kesos baik terkait
program perlindungan sosial maupun
dukungan manajemen.

1.3. Struktur Organisasi

Sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial
(Permensos) nomor 1 tahun 2022 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial,
Pusdatin Kesos berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Menteri Sosial
melalui Sekretaris Jenderal. Struktur organi-
sasi Pusdatin Kesos disajikan pada Gambar
1.1.




MENTERI SOSIAL RI
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Gambar 1.1 Struktur Organisasi Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial

Struktur organisasi Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial terdiri atas:

a. BagianTata Usaha;

Kepala Bagian Tata Usaha Pusdatin Kesos mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan dan
koordinasi penyusunan rencana, program, anggaran, pelaporan kinerja, administrasi kepega-
waian, ketatalaksanaan, administrasi keuangan, administrasi barang milik negara, persuratan,
kearsipan, serta kerumahtanggaan Pusat.

b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis fungsional
dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama sesuai dengan bidang
keahlian dan keterampilan. Kelompok Jabatan Fungsional dapat bekerja secara individu
dan/atau dalam tim kerja untuk mendukung pencapaian tujuan dan kinerja organisasi.




1.4. Sumber Daya Manusia

Sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial (Permensos) nomor 1 tahun 2022 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Kementerian Sosial, Pusdatin Kesos berada di bawah dan bertanggung jawab kepada
Menteri Sosial melalui Sekretaris Jenderal. Struktur organisasi Pusdatin Kesos disajikan pada
Gambar 1.1.
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Gambar 1.2 Jumlah Pegawai Pusdatin Kesos

Sesuai dengan efisiensi struktur organisasi yang dilakukan Kementerian Sosial, saat ini hanya
terdapat 2 pejabat struktural di Pusdatin Kesos yaitu Kepala Pusat dan Kepala Bagian Tata Usaha
dan didukung oleh pejabat fungsional baik dalam Jabatan Fungsional Tertetntu (JFT) dan Jabatan
Fungsional Umum (JFU). Adapun profil sumber daya manusia berdasarkan kelompok jabatan dan
pendidikan terakhir disajikan pada Gambar 1.3 berikut:

Pegawai Berdasarkan labatan

< w Pegawal Berdasarkan Pendidikan
53 Pegawali — - 1 Pegawai >

14 Pegawai - 18 Pegawal >
56 T. Pendukung m 85 Pegawai b
Pegawai W R
g A om 26 Pegawai
3 Pegawai PPNPMN
¢ SMAJK 8 Pegawai

Gambar 1.3 Profil Jabatan dan Pendidikan Pegawai




Pegawai pada Pusdatin Kesos sebagian besar adalah kelompok usia muda dan kondis ini mengun-
tungkan dan sesuai dengan proses bisnis Pusdatin Kesos yang membutuhkan kompetensi di
bidang teknologi informasi yang lebih banyak dikuasai kaum muda. Rincian kelompok usia pega-
wai dan golongan PNS Pusdatin Kesos disajikan dalam gambar berikut:

PEGAWAI BERDASARKAN USIA PEGAWAI BERDASARKAN

z 54 tahun 18 - 29 tahun GOLONGAN
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o
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Gambar 1.4 Profil Usia dan Golongan Pegawai
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Terdapat 66 orang tenaga pendukung Pusdatin Kesos yaitu Tenaga Pendukung dan tenaga admin-
istrasi di bidang pengelolaan sistem dan teknologi informasi dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1.2 Tenaga Pendukung dan Administrasi Pusdatin Kesos

No Jabatan Jumlah
(Orang)
1 Administrasi Keuangan 1
2  Administrasi Tl 1
3 Call Center 9
4  Database Administrator 1
5 Mobile Developer 1
6 Mobile Developer Senior 1
7  Network Administrator 1
8 Network Administrator Senior 1
9 Pengolah Data 8
10 Pengolah Data Senior 1
11 Quality Assurance 4
12 Software Engineer 6
13 Software Engineer Senior 6
14  System Integrator 2
15 Teknisi Pengelola Jaringan Dan Data Center 12
16 Tenaga Administrasi
17 Tenaga Multimedia 2
18 Tenaga Publikasi Dan Media Analyst
Total 66




Dalam rangka efektifitas serta meningkatkan kinerja organisasi, Kepala Pusdatin Kesos memberi-
kan penugasan kepada kelompok Jabatan Fungsional Tertentu, fungsional umum, serta tenaga
pendukung yang ditetapkan dalam Surat Keputusan tentang Penunjukan Tim Kerja. Langkah ini
juga sebagai tindak lanjut atas perubahan organisasi Kementerian Sosial sebagai efisiensi birokrasi.
Kepala Pusdatin Kesos membentuk Tim Kerja Pusdatin Kesos tahun 2022 sesuai proses bisnis
lingkup Pusdatin Kesos dengan memperhatikan kompetensi fungsional dan manajerial. Hal ini
sesuai dengan Peraturan Menteri PAN RB nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi
Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi. Terdapat 20 Tim Kerja yang disusun sesuai dengan
kebutuhan Pusdatin Kesos sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

Kepala Pusat Data dan Informasi
Kesejahteraan Sosial

| Kepala Bagian

Tata Usaha
Tim Pengelolaan Tim Pengelolaan Tim laringan Tim Pengumpulan
Sistem Teknologi Informasi Kermunikasi DTES
Tim Pengolahan Data Tim Penanganan Tim Penanganan
Tim Pengolahan DTES ; e E s

Penerima Frogram

Respon Kasus

Respon Kasus

Kelembagaan Perorangan dan

Ormas
Tim Penyajian Data Tim Layanan DTKS Tim Fromosi DTKS Tim Perencanaan
. “Tim Pemantauan dan Tim Pengelola ;

Tim Penganggaran B Keuangan Tim Pengelola BMN
Tim Pengelola SDM Tim Pengelola KA P Rng Tim Command Center

Kearsipan dan Rumah Administrasi

Tangga Pengadaan
Barang/lasa

Gambar 1.5 Tim Kerja Pusdatin Kesos Tahun 2022

Tim Kerja Pusdatin Kesos terdiri dari Ketua Tim Kerja dan Anggota Tim Kerja. Ketua Tim merupakan
Pejabat Fungsional Tertentu sedangkan anggota terdiri dari pejabat fungsional tertentu, pejabat
fungsional umum, Tenaga Pendukung, dan tenaga administrasi. Setiap Tim mempunyai uraian
tugas yang ditetapkan melalui Keputusan Kepala Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial
nomor 227/1.7/0T.01/8/2022 tentang Penunjukan Tim Kerja pada Pusdatin Kesos Tahun Anggaran
2022 sebagaimana perubahan ketiga nomor 986/10/0T.00.00/11/2022.




1.5. Sumber Daya Anggaran

Pada tahun 2022 Pusdatin Kesos memiliki 2(dua) Kegiatan, 5 (lima) Klasifikasi Rincian Output (KRO)
dan 9 (Sembilan) Rincian Output (RO), sebagai berikut:

No. Kegiatan
1 | Pengelolaan

Sosial

Data Terpadu
Kesejahteraan

Tabel 1.3 KRO dan RO Pusdatin Kesos Tahun 2022

Klasifikasi Rincian Output (KRO)
Pelayanan Publik kepada

Masyarakat

Rincian Output (RO)
Data Terpadu Kesejahteraan Sosial

Prasarana Bidang  Teknologi | Jaringan Komunikasi Data
Informasi dan Komunikasi
Sistem Informasi Pemerintahan Sistem dan Teknologi Informasi

Kesejahteraan Sosial

Pengelolaan

Perencanaan,
Keuangan,
BMN, dan
Umum

Layanan Dukungan Manajemen
Internal

Layanan BMN

Layanan Umum

Layanan Perkantoran

Layanan
Internal

Manajemen  Kinerja

Layanan Perencanaan dan

Penganggaran

Layanan Pemantauan dan Evaluasi

Layanan Manajemen Keuangan

Berdasarkan Surat Pengesahan DIPA Pusdatin Nomor SP DIPA-027.01.1.418939/2022 tanggal 17
November 2021, anggaran Pusdatin Kesos Tahun 2022 adalah sebesar Rp 91.989.427.000,00 (sem-
bilan puluh satu miliar sembilan ratus delapan puluh sembilan juta empat ratus dua puluh tujuh
ribu rupiah). Adapun rincian kegiatan Pusdatin Kesos tahun 2022 disajikan pada Tabel 1.4 berikut:

KODE

NOMENKLATUR

PROGRAM PROGRAM

027.WA Program Perlindungan

Sosial

Tabel 1.4 Rincian Kegiatan Program Perlindungan Sosial

KODE
KEGIATAN

6318

NOMENKLATUR  KODE NOMENKLATUR KODE

NOMENKLATUR

KODE NOMENKLATUR

KEGIATAN KRO KRO RO :{e] KOMPONEN KOMPONEN
Verifikasi dan Validasi Data
051 Terpadu Kesejahteraan Sosial
Pengelolaan Data
052 Penerima Program
Pelayanan Publik
QAA 001 Pelayanan Publik
Kepada M kat
epada Masyaraka Kepada Masyarakat
Diseminasi Data dan Informasi
053 . .
Kesejahteraan Sosial
Rekomendasi Data dan Informasi
Pengelolaan 054 Kesejahteraan Sosial
Data Terpadu
Kesejahteraan
Sosial Prasarana Bidang Jaringan . .
RBT Teknologi Informasi 001 Komunikasi 051 Se\_Na Jaringan Komunlka_5| Data_
dan Komunikasi Data Balai/Loka/UPT Kementerian Sosial
Penyusunan Desain Pengembangan
051 Sistem Informasi
Kesejahteraan Sosial
. . Pembangunan dan Pengembangan
UAB Sistem Informasi 001 |sistem dan Teknologi| 052 Sistem Informasi
Pemerintahan X . 5
Informasi Kesejahteraan Sosial
Kesejahteraan
Sosial . .
053 Pengelolaan Sistem Informasi
Pemerintahan Berbasis Elektronik
054 Manajemen SDM Sistem Informasi
Kesejahteraan Sosial




Tabel 1.5 Rincian Kegiatan Program Dukungan Manajemen

KODE NOMENKLATUR KODE NOMENKLATUR KODE NOMENKLATUR NOMENKLATUR KODE NOMENKLATUR
PROGRAM PROGRAM KEGIATAN KEGIATAN KRO KRO RO KOMPONEN KOMPONEN
Pengelolaan Barang Milik Negara
956 Layanan BMN 055 Pusat Data dan Informasi
Kesejahteraan Sosial
Layanan Rumah Tangga dan Umum
059 Pusat Data dan Informasi
Layanan Dukungan Kesejahteraan Sosial
EBA Manajemen Internal 962 Layanan Umum
Pengelolaan File dan Arsip
060 Pusat Data dan Informasi
Kesejahteraan Sosial
Pengelolaan 944 Layanan Perkantoran 002 Operasiona! Perkantoran dan
Pemeliharaan NOC
027.WA Program Dukungan 6288 Perencanaan
Manajemen Keuangan,
BMN, dan Rencana Strategis
Umum 055 Pusat Data dan Informasi
Kesejahteraan Sosial
Layanan Perencanaar
952 dan Penganggaran
Rencana Kerja dan Anggaran
056 Pusat Data dan Informasi
Kesejahteraan Sosial
. Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan
EBD Lay;ir:\z;\j;v:?‘?::‘;;r;en 054 Pengolahan Data, Sistem dan
Teknologi Informasi Kesos
953 Layanan Pemantauan
dan Evaluasi Laporan Kinerja
055 Pusat Data dan Informasi
Kesejahteraan Sosial
Pengelolaan Keuangan
955 Layanan Manajemen 057 dan Perbendaharaan
Keuangan Pusat Data dan Informasi
Kesejahteraan Sosial

Terdapat beberapa kondisi yang memerlukan evaluasi anggaran sehingga pada akhir tahun angga-
ran Pusdatin Kesos berkurang menjadi senilai Rp58.292.986.000,00 (lima puluh delapan miliar dua
ratus sembilan puluh dua juta sembilan ratus delapan puluh enam ribu rupiah) terdiri dari program
perlindungan sosial Rp43.356.035.000,00 dan dukungan manajemen Rp14.936.951.000,00. Tahapan
evaluasi anggaran terdapat pada BAB Il bagian Evaluasi Anggaran.

1.6. Peran dan Isu Strategis Pusdatin Kesos

Kementerian Sosial melalui Pusdatin Kesos melakukan peningkatan kualitas Data Terpadu Kese-
jahteraan Sosial (DTKS) melalui beberapa strategi sebagai langkah dalam menangani permasalahan
ketepatan sasaran, exclusion dan inclusion error, komplementaritas dan integrasi program yang
masih terfragmentasi, serta koordinasi pelaksanaan program lintas sektor yang belum berjalan
optimal. Kementerian Sosial terus melakukan berbagai upaya dalam penanganan permasalahan
sosial dan kedaruratan secara cepat, tepat, terpadu dan berkelanjutan dengan memanfaatan
teknologi informasi dan melibatkan berbagai pihak. Strategi yang dilakukan antara lain adalah:

1. Peningkatan Kualitas DTKS

Kualitas DTKS merupakan aspek penting dalam ketepatan sasaran penerima bantuan
sosial, untuk itu Kementerian Sosial melakukan berbagai langkah dalam rangka updat-
ing DTKS melalui verifikasi dan validasi yang dilakukan secara periodik serta pemad-
anan data dengan Ditjen Dukcapil Kemendagri. Proses verifikasi dan validasi data




mempertimbangkan pengurangan dari usul hapus daerah, data ganda, data
meninggal dari DTKS, data meninggal hasil padan Dukcapil serta penambahan
yang berasal dari usulan tambah daerah, penambahan anggota rumah tangga dan
usulan baru dari Kementerian Sosial. Berdasarkan Undang-undang 13 tahun 2011
tentang Penanganan Fakir Miskin, verifkasi dan validasi atas data fakir miskin
dilakukan secara berkala sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun sekali.

Kementerian Sosial melakukan verifikasi dan validasi DTKS secara berkala dan
kontinu dengan melibatkan pemerintah daerah. Sejak bulan April tahun 2021
verifikasi dan validasi dilakukan satu kali dalam setiap bulan dan kemudian ditetap-
kan sebagai DTKS Perubahan melalui Keputusan Menteri. Selama tahun 2021
sebanyak 11 penetapan DTKS Perubahan, dan pada tahun 2022 telah ditetapkan 17
DTKS Perubahan berdasarkan verifikasi dan validasi yang dilakukan. Hal ini dilaku-
kan dalam rangka meningkatkan kualitas dan layanan DTKS yaitu dengan memini-
malisir inclusion error maupun exclusion error sehingga meningkatkan ketepatan
sasaran penerima bantuan sosial.

. Geotagging serta foto rumah dari individu DTKS dan survey lapanagan penerima
bantuan sebagai salah satu dasar screening awal dalam penilaian/rekomendasi
intervensi yang perlu dilakukan misalnya apakah keluarga termasuk miskin ekstrem,
layak menerima semua bantuan sosial, layak menerima cukup 1 (satu) bansos, layak
mendapatkan bantuan pemberdayaan sosial, atau dinyatakan tidak layak lagi
menerima bantuan dengan mempertimbangkan kriteria kemiskinan yang dipenuhi.
Aplikasi pendukung yang digunakan adalah SIKS NG GIS. Selanjutnya analisis hasil
screening dapat dilakukan verifikasi oleh Dinas Sosial Kabupaten/Kota, sesuai
dengan surat Kepala Pusdatin Kesos nomor 283/1.7/D1.02/2/2022 tanggal 22 Febru-
ari 2022 perihal permohonan melakukan ketidaklayakan berdasarkan hasil
rekomendasi penilaian ketidaklayakan foto rumah Keluarga Penerima Manfaat
(KPM) dan surat Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial nomor 2068/1/DI1.01/7/2022
tanggal 5 Juli 2022 perihal permohonan tindak lanjut data KPM hasil verifikasi
ketidaklayakan. Sampai dengan Desember 2022 terdapat 34,33% keluarga DTKS
yang sudah dilengkapi dengan geotagging lokasi dan foto tempat tinggal adalah

. Peningkatan Partisipasi Masyarakat Melalui Aplikasi Cek Bansos

Dalam rangka transparansi publik, akuntabilitas, dan peningkatan layanan agar
masyarakat dapat mengetahui dan mengakses data penerima bansos, Kementerian
Sosial mengembangkan aplikasi berbasis web melalui http://cekbansos.kemen-
sos.go.id. Masyarakat dapat mengetahui penyaluran bansos dengan menyebutkan
nama dan desa kelurahan tempat tinggal. Masyarakat juga dapat mengetahui
apakah terdaftar atau tidak sebagai penerima bantuan sosial. Cek bansos juga
dikembangkan dalam basis Android dan 10S melalui Aplikasi “Cek Bansos”yang
menyediakan fitur "usul" dan "sanggah" sehingga permasalahan data orang yang
berhak mendapatkan bantuan tapi tidak dapat (exclusion error), dan ada yang tidak
berhak tapi mendapatkan bantuan (inclusion error) cepat diatasi. Melalui fitur
usul-sanggah masyarakat dapat mengusulkan diri/orang lain di wilayah desa/kelu-
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rahannya, serta sekaligus dapat menyanggah warga yang tidak layak mendapat
bantuan sosial sebagai sarana pengawasan dalam ikut mengontrol kelayakan
penerima bantuan. DTKS secara akuntabel mendapat skor 98 dari KPK untuk
penyaluran bantuan sosial dan skor 100 dari KPK untuk PBI JKN.

|
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Cok Barggy
& Profi B 1
Menu Profil, berisi data pemilik akun dan e
keluarganya, serta status kepesertaan bantuan sosial
Lk A e
S Cak Bonsos “
Menu Cek Bansos untuk mencari daftar penerima bansos dengan
memasukkan nama dan wilayah sesuai data kependudukan i Frowies
-El‘q Tanggapan Kelayakon < o LhEmatin
Pemilik Akun bisa memberikan Tanggapan Kelayakan pada penerima
manfaat yang dinilai tidak layak mendapatkan bantuan sosial dengan Tl erpmatan
cara memilih ikon, mengisi alasan dan pernyataan dan mengirim
tanggapan.
B pyrshen Cies
g e | )
L A

Menu Daftar Usulan, pemilik akun bisa mendaftarkan dirinya, keluarga

atau masyarakat lain dalam satu wilayah desa atau kelurahan yang layak
mendapatkan bansos Kementerian Sosial RI. Tambah usulan penerima
bansos dengan melengkapi data dan foto yang bersangkutan.

Gambar 1.6 Tangkapan gambar menu dalam aplikasi Cek
Bansos versi Android

»
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4 Penetapan Kriteria Fakir Miskin

Upaya Kementerian Sosial dalam peningkatan taraf kesejahteraan menyasar fakir
miskin, orang tidak mampu, dan kelompok rentan. Seseorang atau suatu keluarga
yang ditetapkan sebagai fakir miskin atau orang tidak mampu jika memiliki bebera-
pa kriteria. Badan Pusat Statistik menetapkan 14 indikator/kriteria kemiskinan dan
Kementerian Sosial pada tahun 2013 menetapkan 11 indikator kemiskinan. Peruba-
han kependudukan yang dinamis, adanya bencana alam, bencana sosial dan non
alam serta faktor kerentanan lainnya perlu segera direspon untuk menyediakan
DTKS mutakhir yang kontinu dan akurat sehingga Pemerintah dapat hadir dengan
cepat dan tepat dalam pemenuhan bantuan sosial maupun pemberdayaan bagi
masyarakat yang membutuhkan.

Untuk mewujudkan hal tersebut Kementerian Sosial telah menetapkan Keputusan
Menteri Sosial nomor 262/HUK/2022 tentang Kriteria Fakir Miskin. Sebagai kriteria
awal yang digunakan untuk mendeteksi adalah jika tidak memiliki tempat bert-
eduh/tinggal sehari-hari maka dapat langsung dikategorikan sebagai fakir miskin.
Apabila seseorang memiliki tempat berteduh/tinggal sehari-hari maka dilakukan
deteksi lanjutan dengan kriteria meliputi:

i. Kepala keluarga atau pengurus kepala keluarga yang tidak bekerja

ii. pernah khawatir tidak makan atau pernah tidak makan dalam satu tahun

terakhir

iii. pengeluaran kebutuhan makan lebih besar dari setengah total pengeluaran

iv. tidak ada pengeluaran pakaian selama 1 (satu) tahun terakhir

V. tempat tinggal sebagian besar berlantai tanah dan/atau plesteran

Vi. tempat tinggal sebagian besar berdinding bambu, kawat, papan kayu,
terpal, kardus, tembok tanpa diplester, rumbia atau seng

vii.  tidak memiliki jamban sendiri atau menggunakan jamban komunitas;
dan/atau

viii.  sumber penerangan berasal dari listrik dengan daya PLN 450 volt ampere

atau bukan listrik.

9 (sembilan) indikator fakir miskin tersebut dapat digunakan sebagai screening

awal seseorang atau sebuah keluarga dikategorikan sebagai fakir miskin dan berhak
menerima bantuan atau sebaliknya yaitu seseorang sudah tidak layak lagi
mendapatkan bantuan sosial.

Indikator-indikator tersebut digunakan untuk menseleksi keluarga/individu yang
paling miskin, namun penggunaannya di daerah dapat berbeda sesuai dengan
karakteristik fakir miskin setiap provinsi yang dimungkinkan juga berbeda-beda
mengingat beragamnya adat dan sumber daya. Dengan 9 indikator baru ini akan
memudahkan pemerintah daerah dalam mengidentifikasi masyarakat yang layak
menerima bantuan sosial. Selain itu masyarakat luas juga dapat lebih mudah
memahami kriteria fakir miskin sehingga mampu turut berpartisipasi dalam mem-
berikan masukan kelayakan atau ketidaklayakan seseorang/keluarga sebagai pener-
ima bantuan sosial atapun pemberdayaan melalui kanal yang disediakan Kemente-
rian Sosial.
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5 Peningkatan Layanan Terpadu melalui Pusat Kendali

Kementerian Sosial meningkatkan kualitas layanan salah satunya melalui pengem-
bangan Pusat Kendali sebagai layanan terpadu untuk respon yag cepat dan tepat
atas hasil pemantauan, pengaduan masyarakat, maupun asesmen dari SDM Kese-
jahteraan Sosial. Melalui Pusat Kendali penanganan masalah kesejahteraan sosial
lebih komprehensif dan lebih cepat karena menggunakan aplikasi secara online
yang menghubungkan semua unit kerja dan layanan Kementerian Sosial di pusat
maupun di daerah, serta SDM Kesos di seluruh daerah. Aplikasi yang dikembangkan
dapat diakses dan dioperasikan dimanapun yang terhubung dengan Pusat Kendali
yang berlokasi di gedung Cawang Kencana Kementerian Sosial yang senantiasa
dipantau langsung oleh Menteri Sosial. Pelaksanaan Pusat Kendali berdasarkan
Peraturan Menteri Sosial Nomor 11 Tahun 2022 tentang Pusat Kendali Kementerian
Sosial.

Contoh tampilan dashboard sistem yang digunakan pada Pusat Kendali ditampil-
kan pada gambar berikut:

# B | B e b gl

Solamat Datang Kembalid

n s e L] J‘
r Hri2 T580
L] 4 5 sa¢
> - e [_]
_
L] x mem—— -
L1 =l |
[} et | -
s —— |
- |
- -

Gambar 1.7 Tangkapan Gambar Dashboard Aplikasi Pusat Kendali
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Dalam pelaksanaan asesmen di lapangan maupun pelaporan progres tindak lanjut
yang dilakukan, digunakan aplikasi SIKS Mobile dengan contoh tampilan aplikasi
pada gambar berikut:
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Gambar 1.8 Tangkapan Gambar Menu SIKS Mobile




1.7. Potensi/Peluang dan Tantangan

1. Potensi/Peluang 2. Hambatan dan Tantangan:

Meningkatnya jumlah program
pemerintah yang menggunakan
DTKS sebagai sasaran program
maupun sumber data. Hal ini
diantaranya didukung oleh
integritas dan ketepatan DTKS
yang semakin baik.

Semakin banyaknya K/L yang
bekerja sama untuk perbaikan
/pertukaran/pemadanan data
menjadi faktor pendukung
dalam meningkatnya integritas
DTKS.

Efisiensi struktur organisasi

sesuai Peraturan Menteri Sosial
nomor 1 Tahun 2022 menjadi
peluang bagi manajemen
pelaksanaan kegiatan yang

lebih fleksibel dan dapat mengatur
penugasan pegawai melalui tim
kerja sesuai fokus tugas dan komp
etensi.

Dalam rangka penyelenggaraan
Sistem Pemerintahan Berbasis
Elektronik (SPBE) di lingkungan
Kementerian Sosial, SIKS NG
sebagai sistem utama dalam pen
gelolaan DTKS terus dikembangkan
sesuai dengan kebutuhan dan
dinamika lapangan dengan mem
perhatikan integrasi layanan dan
integrasi sistem pendukungnya.

Dalam pengelolaan data dan sistem
informasi terdapat hambatan ataupun
tantangan yang dihadapi, untuk itu Pusda-
tin Kesos melakukan berbagai langkah
pengembangan, pencegahan dan antisi-
pasi antara lain sebagai berikut:

a. Masih adanya daerah yang belum
melakukan verifikasi dan validasi
kelayakan, untuk itu dilakukan
sosialisasi dan promosi DTKS selain
itu juga dikembangkan kanal untuk
meningkatkan partisipasi mas
yarakat.

b. Kendala dalam penganggaran yaitu
adanya blokir anggaran yang baru
dibuka di akhir tahun sehingga
terdapat rencana kegiatan yang
dimungkinkan kurang optimal.
Dalam rangka efisiensi, anggaran
kemudian dialihkan untuk optimal
isasi penanganan bencana melalui
unit terkait sesuai prosedur yang
berlaku.

C. Terdapat perubahan kebijakan
dalam proses pemadanan data
dengan Ditjen Dukcapil Kemend
agri yang diterapkan mulai bulan
Oktober 2022. Dua hal utama
perubahan kebijakan tersebut
adalah:

1) perubahan mekanisme
pemadanan data yang
sebelumnya dapat dilaku
kan sekaligus dalam satu
file, saat ini pemadanan
harus satu per satu;
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2) Layanan pemadanan data
dengan Ditjen Dukcapil
Kemendagri hanya dapat
dilakukan pada jam 06.00
WIB sampai 20.00 WIB yang
sebelumnya tidak dibatasi
waktu.

Agar proses pemadanan data tetap
berjalan efektif maka dilakukan pengem-
bangan modul SIKS NG yaitu melalui
penambahan menu “pemadanan DTKS".
Menu ini disediakan untuk pemadanan
DTKS yang dapat digunakan daerah sebe-
lum melakukan usulan sehingga pemerin-
tah daerah dapat memeriksa terlebih
dahulu apakah data usulan mereka telah
padan DTKS atau belum yang mana DTKS
telah padan dengan data Dukcapil tingkat
nasional. Daerah dapat melakukan pemad-
anan ulang serta diharapkan melakukan
pemadanan dengan Dinas Dukcapil
setempat jika terdapat perubahan data
misal perubahan nomor Kepala Keluarga
(KK), perubahan alamat dan lain-lain.

d. Adanya potensi gangguan atas
keamanan data. Langkah-langkah
pencegahan dan pengendalian
yang dilakukan antara lain:

1) Peningkatan kualitas mutu
dan keamanan melalui
sertifikasi ISO 27001:2022
dan I1SO 9001:2015.

2) Melakukan pengembangan
dan penguatan sistem dan
proses bisnis yang semula
terpisah menjadi terintegra
si.

3) Penyediaan perangkat untuk

peningkatan keamanan.
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Bab 2
Rencana Kinerja

2.1. Rencana Strategis Dan
Target Kinerja

1. Visi dan Misi

Visi:

Misi:

“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan
Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong”

Kementerian Sosial melaksanakan 5 (lima) misi dari 9

{sembilan) misi Presiden:

1 Peningkatan kualitas manusia
Indonasia

2 Pembangunan yang merata dan
berkeadilan

5 ( Kemajuan budaya yang

mencerminkan kepribadian bangsa

Untuk menggambarkan ukuran-ukuran terlak-
sananya misi dan agenda serta tercapainya visi
pembangunan nasional, Kementerian Sosial
merumuskan Tujuan strategis tahun
2020-2024 adalah “Meningkatkan Taraf Kese-
jahteraan, Kualitas, dan Kelangsungan Hidup
Fakir Miskin, Kelompok Rentan, dan Orang
Tidak Mampu”

Untuk mengukur tingkat ketercapaian tujuan

strategis pembangunan kesejahteraan sosial,

Tujuan Kementerian Sosial diarahkan untuk

mencapai 3 (tiga) Sasaran Strategis (SS) yaitu:

SS1:  Meningkatnya taraf kesejahteraan,
kualitas, dan keberlangsungan hidup
Fakir Miskin, Kelompok Rentan, dan
Orang Tidak Mampu.

SS2:  Meningkatnya Kualitas Pelayanan
Sosial oleh Penyelenggara Kesejahter
aan Sosial dengan melibatkan Publik

8 ( Pengelolaan pemerintahan yang

bersih, efektif dan terparcaya

kerangka nagara kesatuan

9( Sinergi pemerintah daerah dalam

SS3:  Terwujudnya Tata Kelola Kementerian
Sosial yang transparan dan akuntabel
dan meningkatnya efektifitas birokrasi
Terdapat 2 (dua) jenis program yang
dilaksanakan yaitu Program Dukun
gan Manajemen dan Program Perlind
ungan Sosial.

Sasaran Strategis yang berkaitan dengan
tugas fungsi Pusdatin Kesos adalah SS2 yang
diturunkan menjadi Sasaran Program dan
Sasaran Kegiatan yaitu “Meningkatnya Kuali-
tas dan Layanan Data Terpadu Kesejahteraan
Sosial (DTKS)"”yang lebih lanjut dilaksanakan
secara teknis dalam rumpun program
perlindungan sosial.

Pusdatin Kesos juga mendukung SS3 melalui
pelaksanaan kegiatan yang masuk dalam
rumpun program dukungan manajemen
dengan target dan capaian yang diturunkan
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secara cascading dari Sekretariat
Jenderal dengan Sasaran Kegiatan
“Terwujudnya tata kelola yang baik
pada Pusat Data dan Informasi Kese-
jahteraan Sosial”

Indikator Kinerja Utama Pusdatin Kesos
Indikator Kinerja Utama (IKU) merupa-
kan indikator yang dapat menggam-
barkan hasil-hasil yang utama dan
kondisi yang seharusnya dicapai oleh

Pusdatin Kesos yang merupakan
indikator kinerja utama yang digu-
nakan untuk mengukur capaian
kinerja Sasaran Program dan Sasa-
ran Kegiatan dalam rumpun
program perlindungan sosial. 4
(empat) indikator pertama merupa-
kan Indikator Kinerja Program (IKP)
yang kemudian diturunkan menjadi
Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)
Pusdatin Kesos pada program
Perlindungan Sosial.

entitas. Terdapat 5 (lima) indikator

IKK1 Persentase (%) Ketepatan Sasaran DTKS

*Persentase ketepatan data penyaluran pada bantuan PKH, Sembako, dan PBI yang bersumber dari DTKS
setelah proses verifikasi dan validasi yang mencakup perbaikan atas inclusion error dan exclusion error.

IKK2 Persentase (%) DTKS yang Memiliki Integritas Data

*Persentase jumlah individu pada DTKS yang padan dengan Ditjen Dukcapil Kemendagri berdasarkan hasil
pemadanan secara periodik

IKK3 Persentase (%) Daerah yang Memanfaatkan DTKS

*Persentase (%) pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota yang memanfaatkan DTKS dibuktikan dengan
BAST DTKS dan/atau kabupaten/kota yang melakukan pemadanan DTKS melalui SIKS NG

IKK4 Jumlah Kementerian/Lembaga yang Memanfaatkan DTKS

*Jumlah Kementerian/Lembaga yang memanfaatkan DTKS dibuktikan dengan Perjanjian Kerja Sama atau
Surat Permohonan dan BAST DTKS

IKKS Persentase (%) Kabupaten/Kota yang Aktif Melakukan Pemutakhiran DTKS

*Persentase Kahupaten/Kota yang melakukan pemutakhiran DTKS yaitu minimal 1 kali verifikasi kelayakan
dan 1 kali usulan bansos dalam setahun

Gambar 2.1 Indikator Kinerja Pusdatin Kesos Tahun 2022

Definisi secara lebih rinci, sumber data dan cara perhitungan terdapat pada Tabel Manual IKU yang
menjadi lampiran dari laporan kinerja ini.
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Adapun Target Kinerja Kegiatan Pusdatin Kesos pada program Perlindungan Sosial tahun 2022
sampai dengan 2024 disajikan dalam Tabel 2.1 berikut:

Tabel 2.1 Indikator dan Target 2022 - 2024

Program Perlindungan Sosial

Indikator Kinerja Kegiatan

Persentase (%) Ketepatan Sasaran Data Terpadu

1 , . 98,0% 98,5% 99%
Kesejahteraan Sosial (DTKS)

2 Persentase (%) DTKS yang memiliki integritas data 97% 98% 99%

3 Persentase (%) Daerah yang memanfaatkan DTKS 63% 65% 70%

4 Jumlah Kementerian/Lembaga yang memanfaatkan 5 6 8
DTKS

5 Persentase (%) Kabupaten/Kota yang aktif 63% 65% 20%

melakukan pemutakhiran DTKS

2.2. Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen
yang berisikan penugasan dari pimpinan
instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan
instansi yang lebih rendah untuk melak-
sanakan program/kegiatan yang disertai
dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian
kinerja, terwujudlah komitmen penerima
amanah dan kesepakatan antara penerima
dan pemberi amanah atas kinerja terukur
tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan
wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Perjanjian disusun secara berjenjang sesuai
dengan tugas dan fungsi dari tingkat Menteri
sebagai pimpinan lembaga sampai dengan
tingkat Kepala Pusat sebagai pimpinan satuan

kerja. Perjanjian Kerja Pusdatin Kesos tahun
2022 telah mengacu pada Peta Strategis
serta indikator yang ditetapkan yang meng-
gambarkan hasil-hasil utama yang seharusn-
ya dicapai oleh Pusdatin Kesos. Terdapat
2(dua) Perjanjian Kinerja Pusdatin Kesos
pada tahun 2022, perubahan Perjanjian
Kinerja dilaksanakan pada tahap pelaksa-
naan yaitu pada bulan September, hal ini
sebagai tindak lanjut penyesuaian atas
adanya revisi Perjanjian Kinerja pada level
diatasnya serta menangkap masukan Trilat-
eral Meeting agar lebih menggambarkan
kinerja yang seharusnya dicapai. Perjanjian
Kinerja tahun 2022 disajikan pada Tabel 2.2.
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Tabel 2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2022

Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja
SK.1 Meningkatnya K 1.4 Persentase (%) DTKS yang memiliki integritas data
Kualitas dan Layanan
DTKS K12 |Persentase (%) Kabupaten'Kola yang aktf | 63%
melakukan pemutakhiran DTKS
SK.2 Terwujudnya tata K21 Nilai SAKIP Pusat Data dan Informasi A
kelola yang baik pada Kesejahteraan Sosial
Pusat Data dan Informasi | K22 | Nilal Kinerja Anggaran Pusat Data dan Informasi | 86,02
Kesejahteraan Sosial Kesejahleraan Sosial
Tabel 2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2022 Revisi
Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Target
SK.1 Persentase (%) Ketepatan Sasaran Data
Meningkatnya Kualitas dan | K 1.1 iqo ooy, wocotahteraan Sosial (DTKS) .
Layanan DTKS pove =
Persentase (%) DTKS yang memiliki
LS integritas data e
Persentase (%) Daerah yang
K13 emanfaatkan DTKS i
K 1.4 Jumilah Kementerian/Lembaga yang 5
" /memanfaatkan DTKS
K15 Persentase (%) Kabupaten/Kota yang 63%
™ aktif melakukan pamutakhiran DTKS
sK.2 1k 2.1 Nilai SAKIP Pusat Data dan Informasi A
Terwujudnya tata kelola " Kesejahteraan Sosial
vang baik pada Pusat Data —_— |
Edﬂl'l Informasi K 2.7 Nilai II:jl"‘:*!r.i":I “‘Qﬂﬂ'ﬂ" Pusat Data dan 86,02
KESE]EI'ETHD Sosial " Informasi Kesejahteraan Sosial f
Program/Kegiatan Anggaran
'Pmugram Perlindungan Sosial Rp 73.024.495.000
| 6318. Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial s
Program Dukungan Manajemen Rp 18.964.928.000
£288. Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN, dan Umum
Jumlah Rp 91.589.427.000

Pada Desember 2022 terdapat efisiensi anggaran yang dioptimalkan untuk kebutuhan anggaran
BA 99 serta untuk penanganan bencana sejumlah Rp33.696.441.000,00 sehingga alokasi anggaran
pada akhir tahun adalah Rp58.292.986.000,00 yang terdiri dari program perlindungan sosial
Rp43.356.035.000,00 dan dukungan manajemen Rp14.936.951.000,00.
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3.1. Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran Pusdatin Kesos Tahun 2022 Rp58.292.986.000. Berikut rincian realisasi
senilai Rp 49.251.939.094 (84,49%) dari pagu anggaran Pusdatin Kesos:
anggaran Pusdatin Kesos senilai

Tabel 3.1 Realisasi Anggaran Tahun 2022

Pada awal tahun 2022 pagu anggaran Pusda- gan anggaran tahun 2021. Pusdatin Kesos
tin Kesos senilai Rp91.989.427.000,00 namun memiliki penurunan anggaran. Berikut
pada akhir tahun 2022 anggaran Pusdatin adalah sandingan realisasi anggaran Pusda-
Kesos senilai Rp58.292.986.000,00. Perbandin- tin Kesos tahun 2021 dan 2022.
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Realisasi Anggaran Pusdatin Kesos
Tahun Anggaran 2021 dan 2022

372.607.115.000
350.000.000.000 ¥ 84.49%
300.000.000,000 V/
250,000.000,000 ot b e
200.00:0.000.000
150.00:0.000.000
100.000.000.000
38.292.986.0005 551.939.094
50,00:0.000.000 -
2021 2022
PAGU  mmmm REALISASI ANGGARAN === PERSENTASE (%)
Gambar 3.1 Grafik Realisasi Anggaran Tahun 2022
Grafik diatas menjelaskan bahwa adanya mencapai capaian output secara maksimal.
penurunan pagu anggaran Pusdatin Kesos Persentase realisasi anggaran tahun 2022
dari Tahun 2021 ke 2022, menunjukkan mengalami peningkatan sebanyak 19,01%
meskipun anggaran berkurang namun tidak dari tahun 2021.

menjadikan kendaa yang berarti dalam

3.2. Capaian Kinerja

1. Indikator Kinerja 1: Persentase (%) Ketepatan Sasaran Data Terpadu Kesejahteraan
Sosial (DTKS) — Target 98%

Ketepatan sasaran adalah ketepatan program berdasarkan hasil usulan dan
data Penerima Manfaat (PM) program pemutakhiran berkelanjutan. Usulan dan
perlindungan sosial yaitu PKH, pemutakhiran berkelanjutan merupakan
Program Sembako, dan PBl yang kegiatan verifikasi dan validasi secara
bersumber dari pengelolaan DTKS periodik termasuk perbaikan atas inclussion
yang memenuhi syarat sesuai sasaran dan exclussion error.

Metode penghitungan:

Persentase Ketepatan Sasaran DTKS = % ? X 100%:i =123
i

ni= Jumlah PM program bantuan ke-i pada periode berjalan yang tidak dikoreksi
pada periode berikutnya.
Ti= Jumlah PM program bantuan ke-i periode berjalan yang ditetapkan melalui SK

PKH, i2 = Program Sembako, i3 = PBI JKN
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Capaian indikator Ketepatan Sasaran DTKS selama tahun 2022 dapat dilihat pada gambar
berikut:

Persentase [5%) Tahun 2022
Ketepatan Sasaran DTKES
99,37% a
98% £ 2 = — |

a?;:.r. spgox | 9923% | 9937%

Data ketepatan sasaran DTKS merupakan data

parsial setiap tnwulan sehingga bukan merupakan

data akumulasi.

Capaian setiap triwulan menggambarkan kondisi

ketepatan sasaran DTKS atas data bantuan sosial
Capaian: yang lelah diletapkan/digunakan pada periode

Perbandingan realisasi  yriwulan berkenaan.

terhadap target yaitu 101,40%

TARGET REALISASI

Gambar 3.2 Grafik Capaian Indikator Kinerja 1

Presentase ketepatan sasaran DTKS merupakan indikator yang baru digunakan pada tahun
2022 sehingga tidak ada data capaian tahun sebelumnya.

Faktor pendukung capaian target:

- Keaktifan satuan kerja/mitra penyalur
dalam menyampaikan data balikan
atas penyaluran bantuan.

- Keaktifan pemerintah daerah dan K/L
mitra dalam pemutakhiran DTKS.

- Keaktifan satuan kerja dan pendamp
ing program dalam pemutakhiran
data penerima bantuan.

- Ketepatan waktu penyaluran bantu
an sehingga data salur balikan dapat
diperoleh tepat waktu.

Tantangan yang dihadapi dalam penguku-
ran capaian adalah belum semuanya data
balikan dari satuan kerja atau mitra penyal-

ur diperoleh tepat waktu. Untuk itu diper-
lukan adanya prosedur rutin terkait
pengukuran ketepatan semua program
bantuan agar data diperoleh tepat waktu.

Pengukuran capaian dilakukan setiap
Triwulan. Nilai capaian tahun 2022 mer-
upakan nilai capaian pada triwulan 4
tahun 2022. Ketepatan sasaran dipen-
garuhi oleh jumlah ketidaklayakan data
salur setiap periode yang kemudian
dilakukan perbaikan untuk data digu-
nakan pada periode berikutnya. Artinya
ketepatan sasaran setiap triwulan saling
berkaitan meskipun bukan merupakan
akumulasi tetapi menggambarkan proses
perubahan data dan verifikasi validasinya
secara berkelanjutan.
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Tabel 3.3 Capaian Per Program Per Triwulan

Program Bantuan ™ 2 TW3
98.87%
2 | Sembako 99,12% 99,35% | 9917% | 99,44%
3 |PBI 99.41% 9954% | 9964% | 99,77%
Ketepatan sasaran
pemanfaatan DTKS Tahun 2022 98,55% 98,89% | 9923% | 99.37%

Perbaikan atas inclusion error dan exclusion error pada ketiga jenis bantuan tersebut mer-
upakan hasil pemutakhiran. Verifikasi dan validasi dari berbagai pihak antara lain sebagai

berikut::

Tabel 3.2 Inclusion dan Exclusion Error

Inclusion Error Exclusion Error

- Penidaklayakan oleh Dinsos

- penidaklayakan asesmen Kementerian Sosial
- Rekomendasi APIF/BPK

= Nomor KK/MNIK ganda

- LUsia di bawah 17 tahun (PKH dan Sembakao)
- Status pekerjaan ASN

- Data Ganda Tidak Terpilih

- Tidak padan Dukcapil (selain wilayah Papua)
- Penidaklayakan oleh BPJS (PBI)

- Gagal daftar/pindah (PBI)

- Sanggahan masyarakat

Penidaklayakan dilakukan antara lain pada
KPM sudah mampu, terdapat anggota
keluarga status ASN, KPM tidak ditemukan/-
data tidur, meninggal, dan lain-lain.

Data meninggal hasil pemadanan DTKS
dengan Daerah, Dukcapil, BPJS, hasil ases-
men dan dari sumber lainnya akan dikeluar-
kan dari penerima bantuan karena merupa-
kan inclusion error namun tidak dimasukkan
pada perhitungan indikator ini karena data
akan segera diperbaiki misalnya bansos
diberikan kepada anggota keluarga/pengu-
rus baru jika yang bersangkutan masih
mempunyai keluarga. Pemutakhiran data
dilakukan secara berkala dan kontinu
sehingga data meninggal senantiasa segera
dilakukan updating.

- Usulan Pemerintah Daerah

Usulan Masyarakat

- Hasil Asesmen
Kementerian Sosial

- Reakfivasi (PBI)

= Usulan KL
Kemenkumbam)

(BRJS.

Faktor yang mendukung capaian indika-
tor adalah keaktifan pemutakhiran data
yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah,
K/L Mitra, serta satuan kerja pelaksana
program bantuan. Selain itu ketepatan
waktu penyaluran bantuan akan men-
dukung data salur balikan dapat diper-
oleh tepat waktu.

Tantangan yang dihadapi dalam pen-
gukuran capaian ini adalah penyam-
paikan data balikan setiap program yang
berbeda-beda sehingga tidak semua nilai
ketepatan sasaran dapat diperoleh tepat
waktu. Untuk perlu disusun mekanisme
atau prosedur standar dalam rangka
pengukuran capaian agar dapat diper-
oleh tepat waktu.
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Indikator Kinerja 2: Persentase (%) DTKS yang memiliki integritas data — Target 97%

Integritas data adalah padan dengan data administrasi kependudukan dari Ditjen Dukcapil

Kementerian Dalam Negeri.

Metode penghitungan:

n
Persentase Integritas DTKS = 7 X 100%

n:
T:

Jumlah individu DTKS yang padan dengan data kependudukan nasional
Jumlah individu DTKS

Pengukuran dilakukan pada setiap penetapan SK DTKS. Namun untuk pemantauan dilaku-
kan setiap triwulan. Capaian indikator integritas DTKS selama tahun 2022 dapat dilihat

pada gambar berikut:
Integritas DTKS Tahun. 2022
98,97%
& - e ¥

I 9g95% S204%  g9go9n  98,97%
Data integritas DTKS merupakan data parsial

TARGET REALISASI seliap p&ujnda sehingga bukan merupakan data
akumulasi.

Capaian: Capaian setiap triwulan menggambarkan kondisi
Perbandingan realisasi terhadap integritas DTKS pada pengukuran terakhir
target yaitu 102,03% periode berkenaan.

Gambar 3.3 Grafik Capaian Indikator Kinerja 2
2021 2022

Perbandingan target dan capaian
indikator dengan tahun sebelumnya
ditampilkan pada tabel disamping

Persentase DTKS yang memiliki
integritas data

Indikator Kinerja . .
Target Realisasi Target Realisasi

70% 98% 97%  98,97%

Faktor pendukung capaian kinerja:

- Keaktifan pemerintah daerah dan K/L

mitra dalam pemutakhiran DTKS.

- Keaktifan pemerintah daerah dalam
melakukan pemadanan data dengan
Dinas Dukcapil setempat.

Persentase jumlah individu pada DTKS
yang padan dengan data kependudu-
kan nasional dari Ditjen Dukcapil

Kementerian Dalam Negeri sampai
dengan Desember 2022 adalah 98,97%
yaitu sejumlah 144.990.542 individu
padan dibanding total individu DTKS
sejumlah 146.499.355 individu, sesuai
dengan SK DTKS/Keputusan Menteri
Sosial nomor 254/HUK/2022 tanggal 29
Desember 2022. Individu yang belum
padan adalah data di wilayah Papua
dan Papua Barat. Gambaran integritas
DTKS selama tahun 2022 disajikan pada
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Verifikasi dan Validasi Data
Penerima Manfaat Bansos meng-
gunakan Aplikasi SIKS-Mobile




SK DTKS 2022

N Jumilsh ART  —@=—% Padan Dubcapid
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Gambar 3.4 Grafik Integritas DTKS Tahun 2022

Jumlah individu DTKS pada Desember 2022 masuk dalam kategori tidak layak DTKS antara
adalah sejumlah 146.499.355 individu atau lain:
51.606.679 Keluarga. Penambahan jumlah - ASN/POLRI/TNI/Anggota DPR/Peja
individu DTKS adalah karena adanya penam- bat/Perangkat Daerah
bahan data baru penerima bansos yang - Guru tersertifikasi
merupakan tindak lanjut atas exclusion error - Aparat penegak hukum
dari hasil verifikasi dan validasi. Pada peneta- - SDM Kesejahteraan Sosial
pan DTKS tanggal 19 November dan 26 - Keluarga dengan upah diatas UMP
December jumlah individu DTKS mengalami - Keluarga tidak layak/yang dinilai
penurunan hal ini dikarenakan adanya penge- mampu dari proses penidaklayakan
luaran dari DTKS indiividu/keluarga yang daerah melalui SIKS NG dan Cek.
3. Indikator Kinerja 3: Persentase (%) Daerah 1) Adanya surat permohonan peman
yang memanfaatkan DTKS - Target 63% faatan data serta persetujuan Kemen-
terian Sosial melalui Berita Acara
Pemanfaatan DTKS adalah penggunaan Serah Terima Data; atau
DTKS sebagai acuan dan/atau pemband- 2) Proses pemadanan data daerah
ing/data padan untuk pengelolaan data dengan DTKS secara online melalui
daerah sesuai prosedur yang berlaku yaitu: SIKS NG.
Metode penghitungan:

Persentase Daerah yang memanfaatkan DTES = ; X 100%

n: Jumlah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota yang memanfaatkan DTKS
T: Jumlah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia
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Pengukuran dilakukan setiap triwulan. Capaian kinerja atas Persentase Daerah yang meman-
faatkan DTKS selama tahun 2022 dapat dilihat pada gambar berikut:

Tahun 2022

=T

Daerah yang
memanfaatkan DTKS

80,29%

Data pemanfaatan DTKS merupakan data

- B0 29%
hi% TW32; T'3:

TWi; 74,09% 74,09%
l 71,53%

kumulatif yang diukur sejak triwulan 1 sampai

TARGET REALISASI

dengan triwulan 4.

Capaian setiap inwulan menggambarkan kondisi

Capaian:

pemanfaatan DTKS sampai pada pengukuran

Perbandingan realisasi terhadap Leriode berkenaan,

target yaitu 127,44%

Gambar 3.5 Grafik Capaian Indikator Kinerja 3

Presentase daerah yang memanfaatkan DTKS
merupakan indikator yang baru digunakan
pada tahun 2022 sehingga tidak ada data
capaian tahun sebelumnya.

Faktor pendukung capaian kinerja:

- Meningkatnya Integritas DTKS.

- Pengembangan SIKS NG yang mem
fasilitasi Pemadanan DTKS secara
online.

- Semakin banyaknya K/L yang bekerja
sama dalam pemadanan/perbaikan
data.

Daerah yang memanfaatkan DTKS adalah
daerah yang menyampaikan permohonan
DTKS melalui surat resmi denga tujuan
pemadanan dan/atau penggunaan penyalu-
ran bantuan sosial daerah atau program
lainnya dan disetujui oleh Pusdatin Kesos
dibuktikan dengan adanya Berita Acara Serah
Terima (BAST) dari Pusdatin Kesos ke Pemerin-
tah Daerah Pemohon.

Pada pengukuran sampai dengan triwulan 3
terdapat 386 kabupaten/kota dan 20 provinsi
yang menerima BAST Data atas permohonan
yang disampaikan dengan total jumlah BAST
adalah 45 BAST Provinsi dan 951 BAST
Kab/Kota.

Pada triwulan 4 terdapat perubahan kebija-
kan pemadanan data sehingga pemanfaatan
data oleh daerah tidak lagi harus menggu-
nakan surat permohonan namun bisa secara
langsung menggunakan SIKS NG melalui
menu Pemadanan DTKS. Sehingga pada
pengukuran triwulan 4 digunakan cara
pengukuran kedua yaitu kabupaten/kota
yang melakukan pemadanan DTKS melalui
SIKS NG. Sampai dengan Desember 2022
terdapat 20 Provinsi dan 420 Kabupaten/Kota
yang telah memanfaatan DTKS atau menca-
pai 80,29%. Daftar Provinsi/Kabupaten/Kota
yang memanfaatkan DTKS dapat dilihat pada
Lampiran.
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Indikator Kinerja 4: Jumlah Kementeri- persetujuan Kementerian Sosial

an/Lembaga yang memanfaatkan melalui Berita Acara Serah
DTKS - Target 5 Kementerian/Lembaga Terima Data; atau
Pemanfaatan DTKS adalah penggu- 2) Adanya perjanjian kerja sama
naan DTKS sebagai acuan dan/atau data dengan Kementerian
pembanding/data padan untuk penge- Sosial.
lolaan data K/L sesuai prosedur yang
berlaku. Pengukuran dilakukan setiap triwulan.
Capaian kinerja atas jumlah Kementeri-

Prosedur yang berlaku adalah: an/Lembaga yang memanfaatkan DTKS
1) Adanya surat permohonan selama tahun 2022 dapat dilihat pada

pemanfaatan data serta gambar berikut:

K/Lyang Tahun 2022
memanfaatkan DTKS
6
5

» q—'--""'_-_'“-,:‘_.ﬁ

¥
™WI1;5 ™25 T™W3,5

Data pemanfaatan DTKS merupakan data
kumulatif yang diukur sejak triwulan 1 sampai

TARGET REALISASI dengan triwulan 4,
Capalan seliap triwulan menggambarkan kondisi
Capaian: pemanfaatan DTKS sampai pada pengukuran
Perbandingan realisasi terhadap periode berkenaan.
target yaitu 120%

Gambar 3.6 Grafik Capaian Indikator Kinerja 4

Jumlah Kementerian/Lembaga yang Sampai dengan Desember 2022 terdapat 6
memanfaatkan DTKS merupakan Kementerian Lembaga yang memanfaat-
indikator yang baru digunakan pada kan DTKS yaitu:
tahun 2022 sehingga tidak ada data 1) BPJS Kesehatan.
capaian tahun sebelumnya. 2) Kementerian Dalam Negeri.

3) Kementerian Pendidikan, Kebu
Faktor pendukung capaian kinerja: dayaan, Riset dan Teknologi.

4) Kementerian Agama.
- Meningkatnya Integritas DTKS. 5) Kementerian Energi dan Sumber

Daya Mineral.

- Semakin banyaknya K/L yang 6) Badan Pusat Statistik.

bekerja sama dalam pemada-
nan/perbaikan data.
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5. Indikator Kinerja 5: Persentase (%) Kabu- seluruh Indonesia yang melakukan Proses

paten/Kota yang aktif melakukan pemu- Usulan Data serta Verifikasi dan Validasi
takhiran DTKS - Target 63% yaitu melakukan minimal 1 kali kelayakan

dan 1 kali usulan penerima bansos disertai
Kabupaten/Kota yang aktif melakukan surat pengesahan dalam jangka waktu 1
pemutakhiran DTKS adalah Pemerintah tahun.

Kab/Kota atau Instansi Sosial Kab/Kota di

Metode penghitungan:

[ ]
Persentase Kab/Kota yang aktif melakukan pemutakhiran DTKS = s x 100%

n : Jumlah Kabupaten/Kota yang menyampaikan usulan pengesahan kelayakan
minimal 1 kali dan usulan bansos minimal 1 kali dalam setahun.
T :  Jumlah Kabpaten/Kota di Indonesia.

Pengukuran dilakukan setiap triwulan. DTKS selama tahun 2022 dapat dilihat pada
Capaian kinerja atas persentase Kabupat- gambar berikut:
en/Kota yang melakukan pemutakhiran

Persentase [%) Tahun 2022
Kab/Kot Aktif . Twa;
BEE;G 30,27%
90,27% :
63% —s
TWI 33,19%
31,13% o

L]

Data keaktifan  Kabupaten/Kota  dalam
pemutakhiran DTKS merupakan data kumulatif
yang diukur sejak triwulan 1 sampal dengan

TARGET REALISAS]

Capaian: triwulan 4.
Perbandingan realisasi berhadap Capaian seliap triwulan menggambarkan kondisi
target yaitu 143.29% pemutakhiran DTKS sampai pada pengukuran

pericde berkenaan.

Gambar 3.7 Grafik Capaian Indikator Kinerja 5

Presentase kabupaten/kota yang aktif nakan adalah kabupaten/kota yang
melakukan pemutakhiran DTKS merupakan melakukan minimum 50% perbaikan NIK
indikator yang disesuaikan kembali atas atas jumlah data yang harus diperbaiki,
indikator tahun lalu yaitu persentase kabu- sedangkan pada tahun 2022 digunakan
paten/kota yang melakukan pemutakhiran definisi kabupaten/kota yang melakukan
DTKS. Pada tahun 2021 definisi yang digu- minimal 1 (satu) kali verifikasi kelayakan

dan 1 (satu) kali usulan penerima bansos.
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Perbandingan dengan capaian tahun sebelumnya:

Indikator Kinerja

| 4

2021 f 2022
Target Realisasi Target Realisasi

% Kabupaten/Kota yang aktif melakukan Pemutakhiran DTKS - 69% 63%  90,27%

Faktor pendukung capaian kinerja:

- Keaktifan pemerintah kabupaten/ko
ta dalam melakukan verifikasi kelaya
kan.

- Tersedianya layanan penyampaikan
hasil verifikasi kelayakan melalui
aplikasi SIKS NG.

Usulan ketidaklayakan adalah penidaklaya-
kan penerima bansos yang dilakukan oleh
daerah Kabupaten/Kota melalui SIKS NG.
Usulan bantuan sosial adalah usulan baru
penerima bansos yang dilakukan oleh
daerah Kabupaten/Kota melalui SIKS NG
Sepanjang tahun 2022. terdapat 510 Kabu-
paten/Kota melakukan pemutakhiran DTKS
tahun 2022 yaitu melakukan aktifitas peni-
daklayakan dan/atau usulan bansos. Dari
510 Kabupaten/Kota tersebut sebanyak 464

6. Indikator Kinerja 6: Nilai SAKIP Pusdatin
Kesos — Target A

Nilai SAKIP yang baik menunjukkan tata
kelola dan struktur serta kinerja yang

Kabupaten/Kota atau 90,27% dinyatakan
aktif karena melakukan minimal 1 kali
penidaklayakan dan minimal 1 kali usulan
bansos. Sedangkan 33 diantaranya hanya
melakukan usulan bansos saja tapi tidak
melakukan penidaklayakan, 13 diantaran-
ya hanya melakukan penidaklayakan tapi
tidak melakukan usulan bansos.

Terdapat 4 Kabupaten/Kota yang tidak
melakukan pemutakhiran yaitu Kabu-
papten Mappi Provinsi Papua dan Kabu-
paten Mahakam Ulu Provinsi Kalimantan
Timur (tidak melakukan penidaklayakan
maupun usulan bansos namun melakukan
usulan PBI) serta Kabupaten Kepulauan
Talaud dan Kabupaten Minahasa Utara
Provinsi Sulawesi Utara yang tidak melaku-
kan penidaklayakan, usulan bansos
maupun usulan PBI.

baik pada suatu satuan kerja. Nilai SAKIP
Pusdatin Kesos pada pelaksanaan angga-
ran tahun 2020-2021 dapat dilihat pada
tabel berikut:

Tabel nilai SAKIP Pusdatin Kesos Tahun 2020 — 2021

Nilai SAKIP pelaksanaan anggaran tahun 2022 akan disampaikan pada laporan kinerja tahun angga-

ran 2023.

Nilai

No Komponen yang Dinilai Bobot 2020 2021
1 Perencanaan Kinerja 30 23,77 25,51
2 LPeng_uF_mran Kinerja 25 | 20,21 20,42
| 3 PP-E|1‘:I_EGTEII1 Hlneri_a 15 1_1_,_?3 12:_45_
4 rEvaIuasi Internal 10 1 6,31 71,75
5 |Capaian Kinerja 20 18,50 15,69
Nilai Hasil Evaluasi 100 81,52 81,83

Tingkat Akuntabilitas Kinerja A A
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7. Indikator Kinerja 7: Nilai Kinerja Anggaran naan, penganggaran, dan pertanggungjawa-
Pusdatin Kesos - Target 86,02 ban keuangan dengan formula pengukuran

Nilai Kinerja Anggaran merupakan nilai atas adalah:
pengelolaan keuangan dari sisi perenca-

Metode Penghitungan:

Nilai Kinerja Anggaran = (60% x nilai SMART) + (40% x nilai IKPA)

Nilai Kinerja Anggaran Pusdatin Kesos

= (60% nilai SMART) + (40% nilai IKPA)
86,02 87,69 = (60% x 94.48) + (40% x 77.50)

= 87.69

Nilai Kinerja Anggaran

Capaian NKA merupakan akumulasi penilaian
dengan nilai akhir penilaian ada di akhir tahun.

Capaian:

Perbandingan realisasi terhadap target yaitu
TARGET  REALISASI 101.94%

Gambar 3.8 Grafik Capaian Indikator Kinerja 7

Perbandingan target dan capaian Indikator Kinerja © 2021 © 202
indikator dengan tahun sebelumnya Target Realisasi Target Realisasi
ditampilkan pada tabel disamping. Nilai Kinerja Anggaran 86,02 86,02 87,69
Faktor pendukung capaian kinerja: Nilai Kinerja Anggaran terdiri dari 2 (dua)
komponen yaitu nilai Smart dan nilai IKPA
- Capaian nilai Smart yang dengan penjelasan sebagai berikut:
meningkat 4,54 poin dari tahun
sebelumnya karena adanya 1) Nilai Kinerja Anggaran dari Aplikasi
peningkatan capaian realisasi SMART.
anggaran sebanyak 19,01% dari
tahun sebelumnya. Peraturan Kementerian Keuangan (PMK)
- Capaian output yang tetap Nomor 22/PMK.02/2021 tentang Penguku-
optimal meskipun realisasi ang ran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas

Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran
Kementerian Negara/Lembaga. Nilai Kinerja
Anggaran satuan kerja melalui aplikasi
SMART dilakukan dengan mengukur
variable-variabel sebagai berikut:

garan tidak sesuai
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a. capaian output dengan bobot C. efisiensi dengan bobot sebesar

sebesar 43,5% dengan nilai maksi 28,6% dengan nilai maksimal 20;
mal 100; d. konsistensi penyerapan anggaran

b. penyerapan anggaran dengan bobot terhadap perencanaan dengan
sebesar 9,7% dengan nilai maksimal bobot sebesar 18,2% dengan nilai
100; maksimal 100.

Nilai SMART tahun 2022 Pusdatin Kesos senilai 94.48 dengan kategori Sangat Baik dengan rincian
sebagaimana grafik berikut:

Nilai SMART

94,48
Sangat Baik

125

98,54 99,99
100 84,49 86,92

75

50

25 14,77
: ]

Penyerapan ® Konsistensi CRO mEfisiensi m Nilai Efisiensi

Gambar 3.9 Nilai Smart Tahun 2022

Pada grafik nilai SMART tersebut diatas

penjelasan atas masing-masing komponen

nilai sebagai berikut: 2) Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan
Anggaran (IKPA)

a. Penyerapan anggaran terhadap
perencanaan sebesar 84,49% . Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran

b. Nilai konsistensi penyerapan angga (IKPA) adalah indikator yang ditetapkan
ran sebesar 98,54% terhadap peren oleh Kementerian Keuangan selaku BUN
canaan mengindikasikan optimalnya untuk mengukur kualitas kinerja pelaksa-
proses pengendalian atas pelaksa naan anggaran belanja Kementerian Nega-
naan anggaran dan kegiatan. ra/ Lembaga dari sisi kualitas implementasi

C. Nilai CRO (Capaian Rincian Output) pelaksanaan anggaran, dan kualitas hasil
Pusdatin Kesos secara keseluruhan pelaksanaan perencanaan anggaran kuali-
adalah 99,99. Hal ini berarti dari segi tas anggaran. Berdasarkan Peraturan Direk-
kuantitas target atas rincian output tur Jenderal Perbendaharaan Nomor
program artinya terealisasi. Terdapat Per-5/PB/2022 tentang Petunjuk Teknis
capaian yang tidak 100% yaitu pada Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan
indikator target jumlah Individu Anggaran Belanja Kementerian Nega-
DTKS yang tercapai 99,99%. ra/Lembaga. berikut formulasi IKPA Tahun

d. Efisiensi atas rincian output sebesar 2022.

14,77 artinya efisiensi pelaksanaan
anggaran sebesar 73,85% (nilai
efisiensi dikali 5), menunjukkan
capaian rincian output dicapai
dengan anggaran yang efisien.
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Nilal IKFA = Z (Milal Indikator , x* Bobot Indikator ;) Konversi Bobot

nai
ASPEK KUALITAS ASPEK KLALITAS HASIL
PELAKSANAAN ANGGARAN PELAKSAMAAN ANGGARAN
55% 25%

1. Revisi DIPA [10%) 1. Penyerapan Anggaran [20%) 1. Capaian Duiput 25%
2.  Deviasi Halaman M DIPA 2. Belanja Eontraktual [10%)
(10%] 3. Penyelesaian Tagihan (10%)
4.  Pengeloiaan UP dan TUP
[10%)

5. Dispensasi SPM (5%]

Gambar 3.10 Penilaian IKPA Pusdatin Kesos Tahun 2022

Nilai IKPA Pusdatin Kesos tahun 2022 adalah senilai 77,50. Nilai tersebut mengalami penurunan
dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya yaitu 80,15. Rincian komponen nilai IKPA Pusda-
tin Kesos terdapat pada tabel berikut:

Tabel 3.4 Rincian Nilai IKPA Tahun 2022

BELAMIA PEMNYELESAIAN | FENGELOLAAN| CISPENSAS

AN | KLINTEAK TLAL T ALIHAN P DAN TP S

HMilai B30 SO0 5700 B4 £33 Lo Ll e e epga | TRe0
Belbal L[] L} i Li} L} 10 5 15

Hilak Akhir 875 550 114 584 6,33 9,30 5,00 2456

Milai Aapeek T1.25 T, 57 GURA

Komponen dengan nilai kurang optimal adalah penyerapan anggaran, belanja kontraktual dan
deviasi halaman 3 DIPA. Faktor yang menyebabkan kurang optimal antara lain adalah adanya
kendala ketepatan waktu dokumen kontrak.

3.3. Capaian Lainnya

1. Penanganan Aduan melalui Pusat Kendali
Sampai 31 Desember 2022 terdapat 3.113 penanganan yang telah dilakukan dimana
sebanyak 2.001 aduan merupakan hasil identifikasi dari Operator Pusat Kendali melalui
berita. media sosial. dan sumber informasi lainnya sedangkan 1.112 merupakan aduan
masyarakat melalui telepon. Status penanganan pada 31 Desember 2022 dapat dilihat
pada Grafik berikut:
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Penanganan Aduan melalui Pusat Kendali

1.158 per 31 Desember 2022
1.000
555 51 613 539
355 323
158 203 175 ” 229 196
34 32 28 33

| —_— — —
Bansos Bencana Kekerasan, Pemberdayaan dan Terlantar dan Sakit Disabilitas

Trafficking dan Kasus  Pelayanan Publik Parah

Hukum

Jumlah Pengaduan Masuk B Sedang Ditindaklanjuti M Selesai

Gambar 3.11 Grafik Penanganan Aduan Pusat Kendali

Penanganan Aduan/Konsultasi melalui Call Center Pusdatin Kesos

Call Center Pusdatin Kesos merupakan layanan hotline terkait pengelolaan DTKS dengan
sasaran pengguna adalah Dinas Sosial Kabupaten/Kota. Namun demikian terdapat juga SDM
Kesos atau masyarakat yang menggunakan layanan ini. Sampai dengan 31 Desember 2022
terdapat 573 pihak yang memanfaatkan layanan aduan/konsultasi dengan rincian sebagaima-
na Tabel 3.5

Tabel 3.5 Penanganan Keluhan Call Center

STAKEHOLDER JUMLAH
DINAS SOSIAL (Provinsi/Kab/Kota) 458
PENDAMPING PKH (Kab/Kota) 86
MASYARAKAT 15
OPERATOR DESA 10
TKSK 4

TOTAL 573
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4. Pemanfaatan Aplikasi Cek Bansos

Sampai dengan 26 Desember 2022 terdapat 1.582.537 akun pengguna Aplikasi Cek Bansos
yang di approve dan terdapat 547.188 aktivitas yang terdiri dari 416.945 Usulan dan
130.243 Sanggahan dengan status progres sebagaimana grafik berikut:

Usul-5anggah
Aplikayl Cek Bansos

1%

sanGGan B
130,343 -.ﬁ! 135341
17435
usu. [ '
215,845 11BN I 283 JRE
B Desetujul W Dibslak W Proges Verilikasi Dinsgs

Gambar 3.13 Pemanfaatan Usul Sanggah Aplikasi Cek Bansos

5. Dashboard DTKS

Dashboard DTKS disediakan untuk memenuhi kebutuhan penyajian data yang cepat dan
terupdate untuk kebutuhan publikasi dan sebagai sistem pendukung pengambilan kepu-
tusan. Dashboard diantaranya menyediakan rekapitulasi DTKS, data program seperti PKH,
Program Sembako/BPNT, PBI, Lansia, Disabilitas serta data lainnya sesuai kebutuhan.
Contoh tampilan Dashboard Pusdatin ditampilkan pada gambar berikut:
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Gambar 3.14 Contoh Dashboard DTKS

6. Progres Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan

Seluruh hasil pemeriksaan Pada tahun 2022 terdapat beberapa rekomendasi hasil pemerik-
saan baik oleh APIP maupun BPK yang masih dalam proses penyelesaian tindak lanjut.
Adapun progres sampai dengan 31 Desember 2022 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.6 Progres Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan

Hasil Pemantauan Tindak Lanjut

Temuan Rek dasi
Pemeriksaan €KOMEeNdas! 1g|ah Sesuai Rekomendasi
(Penilaian BPK Sem | 2022)

Dalam Proses Tindak Lanjut
(Belum ada hasil penilaian
BPK Semester Il 2022)

No. Objek Pemeriksaan Total Telah

Ditindaklanjuti

1 LK Tahun 2021 1 2 1 1 2
2 LK Tahun 2020 0 0 0 0 0
3 LK Tahun 2018 3 6 1 5 6
4 LK Tahun 2017 1 2 1 1 2
5 LK Tahun 2016 2 6 6 0 6
6 LK Tahun 2015 14 20 13 7 20
7 PDTT 2018 1 2 1 1 2
8 PDTT 2016 3 4 3 1 4
9 PDTT 2019 2 3 0
10 PDTT 2020 15 23 3 20 23
11 PDTT 2021 5 7 0 7 7
12 Kinerja DTKS 2019 8 17 5 12 17
13 Kinerja DTKS 2021 13 42 0 42 42
TOTAL 134 37 97 134
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3.4. Analisis Efisiensi

Analisis efisiensi dilakukan dengan membandingkan capaian kinerja dengan realisasi
anggaran. Capaian kinerja dapat dikatakan efisien jika capaian kinerja lebih tinggi
dibandingkan realisasi anggaran. Efisiensi kinerja Pusdatin Kesos disajikan pada tabel

berikut:
: . o Realisasi
Sasaran Kegiatan Capaian Kinerja
Anggaran
Meningkatnya Kualitas dan Layanan DTKS 118,83% 93,99%
Terwujudnya tata kelola yang baik pada Pusat
Jueny . 'y 8 P . 100,97% 56,92%
Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa capaian kinerja lebih tinggi dari pada
realisasi anggaran sehingga dapat dikatakan bahwa pelaksanaan anggaran di Pusdatin
Kesos sudah efisien. Efisiensi atas pelaksanaan anggaran juga dapat dilihat melalui
komponen efisiensi pada capaian nilai kinerja anggaran dari aplikasi SMART yaitu
efisiensi atas rincian output sebesar 14,77 artinya efisiensi pelaksanaan anggaran sebe-
sar 73,85% (nilai efisiensi dikali 5), menunjukkan capaian rincian output dicapai dengan
anggaran yang efisien.

Efisiensi tersebut antara lain didukung oleh:

- Penyederhanaan layanan DTKS melalui pengembangan SIKS NG

- Promosi DTKS dan pengembangan SIKS NG melalui media elektronik dan akun
media sosial resmi Pusdatin Kesos dan Kementerian Sosial

- Penggunaan balai/sentra Kementerian Sosial dalam kegiatan Pusdatin Kesos

- Pelaksanaan kegiatan secara daring.
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3.5. Evaluasi Internal

1. Evaluasi Anggaran

Pada tahun 2022 terdapat revisi DIPA dan RKAKL yang merupakan pergeseran dan
penambahan blokir anggaran dengan rincian dokumen revisi sebagai berikut:

Revisi ke-

Tabel 3.7 Revisi DIPA Tahun 2022

Nomor DIPA

Tanggal Revisi

Nilai DIPA

Nila Blokir

SP DIPA-

027.01.1.418939/2022

DIPA Awal oror s 4180302002 | 17/1172021 91.989.427.000 68.607.922.000

DIPARevisike-01 | > DIPA- 20/12/2021 91.989.427.000 69.691.331.000
027.01.1.418939/2022

DIPA Revisike-02 | >F DIPA- 16/02/2022 91.989.427.000 22.211.962.000
027.01.1.418939/2022

DIPA Revisike-03 | > DIPA- 11/04/2022 91.989.427.000 22.211.962.000
027.01.1.418939/2022

DIPA Revisi ke - 04 | >F DIPA- 11/04/2022 91.989.427.000 22.211.962.000
027.01.1.418939/2022

B SP DIPA-

DIPARevisike-05 |20 o o0m2 ) 91.989.427.000 22.211.962.000

DIPARevisike-06 | >F DIPA- 17/05/2022 91.989.427.000 22.211.962.000
027.01.1.418939/2022

DIPA Revisike-07 | > DIPA- 25/06/2022 91.989.427.000 27.196.441.000
027.01.1.418939/2022

DIPA Revisike-08 | > DIPA- 28/07/2022 91.989.427.000 34.119.991.000
027.01.1.418939/2022

DIPA Revisike-09 | >F DIPA- 11/09/2022 91.989.427.000 27.196.441.000
027.01.1.418939/2022

DIPARevisike-10 | >F DIPA- 19/10/2022 91.989.427.000 30.196.441.000
027.01.1.418939/2022

DIPA Revisike-11 | > DIPA- 04/11/2022 91.989.427.000 33.696.441.000
027.01.1.418939/2022

DIPA Revisike-12 | >F DIPA- 30/11/2022 91.989.427.000 33.696.441.000
027.01.1.418939/2022

DIPA Revisike=13 | . DiPAs 30/11/2022 86.916.301.000 28.623.315.000
027.01.1.418939/2022

B SP DIPA-
DIPARevisike-14 | > PR gy | 30/11/2022 58.292.986.000 0
DIPA Revisike-15 | > DIPA- 28/12/2022 58.292.986.000 0

Revisi DIPA dikarenakan beberapa hal sesuai Tabel 3.8. yaitu:
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DIPA REVISI KE-

Tabel 3.8 Kronologi Revisi DIPA Tahun 2022

URAIAN KETERANGAN

DIPA Revisi ke - 01

Pada DIPA Awal Tahun 2022. Pusdatin Kesos memiliki blokir reguler senilai
Rp68.607.922.000. Telah terbit DIPA Revisi ke-01 pada tanggal 20 Desember 2021
adanya perubahan di halaman IV DIPA yaitu status blokir reguler berubah
menjadi blokir Automatic Adjustment (AA) senilai Rp69.691.331.000.

DIPA Revisi ke - 02

Terdapat revisi anggaran buka blokir dan Automatic Adjustment (AA) anggaran
TA 2022. Revisi ke -02 berisikan tentang revisi buka blokir pada Jaringan Komuni-
kasi Data Pusat. Balai. Sentra. Wisma dan Sekretariat PKH. domain kemsos. Secure
Socket Layar (SSL). Nitro PDF dan honor penghapusan BMN senilai Rp
46.395.960.000. sehingga blokir Pusdatin Kesos berkurang menjadi senilai
Rp23.295.371.000. dengan rincian:

1. blokir Automatic Adjustment senilai Rp1.083.409.000; dan

2. blokir reguler senilai Rp22.211.962.000.

DIPA Revisi ke - 03

Revisi pergeseran anggaran Automatic Adjustment (AA) TA 2022 pada satuan
kerja Pusdatin Kesos senilai Rp22.211.962.000.

DIPA Revisi ke - 04

Revisi anggaran dengan tema revisi administrasi perubahan halaman Il DIPA ke
Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi DKI Jakarta.

DIPA Revisi ke - 05

Pemutakhiran Data Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) dan mengubah arsip
data komputer RKA-K/L pada satuan kerja Pusdatin Kesos Sosial ke Kantor
Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi DKI Jakarta.

DIPA Revisi ke - 06

Revisi anggaran dengan tema revisi administrasi perubahan halaman Il DIPA ke
Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi DKI Jakarta.

DIPA Revisi ke - 07

Berdasarkan surat Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor S-458/M-
K.02/2022 tanggal 23 Mei 2022 terdapat Penambahan Automatic Adjustment
Belanja Kementerian/Lembaga TA 2022. Pusdatin Kesos yang sebelumnya
memiliki blokir sejumlah Rp22.211.962.000 (yang terdiri dari blokir reguler dan
blokir AA) berubah seluruhnya menjadi blokir Automatic Adjustment (AA) senilai
Rp27.196.441.000. dalam Rangka Kebijakan Antisipatif APBN untuk Menjaga
Momentum Pertumbuhan Ekonomi. Daya Beli Masyarakat. dan Kesehatan APBN.
Seluruh blokir pada Revisi ke-08 memiliki status Automatic Adjustment.

DIPA Revisi ke - 08

Anggaran Pemeliharaan NOC senilai Rp6.923.550.000 pada DIPA Revisi Ke-07.
terblokir dengan status Automatic Adjustment (AA) yang sebelumnya merupa-
kan blokir reguler dengan keterangan memerlukan Clearence dari Kementerian
Menpan RB dan Kominfo. Pada revisi DIPA ke-07. Pusdatin Kesos memiliki blokir
Automatic Adjustment senilai Rp27.196.441.000. Pusdatin Kesos mengusulkan
revisi pergeseran anggaran pada blokir Automatic Adjustment (AA) TA 2022.
dikarenakan anggaran Pemeliharaan NOC akan digunakan dan sedang menung-
gu hasil clearance dari Kementerian Menpan RB dan Kominfo. Oleh karena itu.
pergeseran anggaran Automatic Adjustment dilakukan untuk menggantikan
anggaran Pemeliharaan NOC. sehingga total blokir pada DIPA Revisi ke-08
bertambah menjadi senilai Rp 34.119.991.000.

DIPA Revisi ke - 09

Terdapatnya penyesuaian RKA-KL Kementerian Sosial sesuai SOTK baru dan
blokir anggaran pada DIPA Pusdatin Kesos. serta surat Deputi Bidang Kelem-
bagaan dan Tata Laksana Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor B/843/KT.03/2022 tanggal 19 Agustus 2022 perihal
Penyampaian Hasil Evaluasi Anggaran Belanja SPBE Tahun 2022 di Lingkup
Kementerian Sosial. dilakukan revisi buka blokir dan perubahan target Rincian
Output (RO) anggaran TA 2022.

1. Perubahan target ...
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DIPA REVISI KE-

URAIAN KETERANGAN

1. Perubahan target Rincian Output (RO) Data Terpadu Kesejahteraan Sosial
(DTKS) yang sebelumnya 219.900.000 orang berubah menjadi 146.500.000
orang. dikarenakan fokus pengelolaan DTKS Kementerian Sosial lebih
kepada peningkatan kualitas DTKS dengan mengintegrasikan DTKS
dengan data kependudukan dan meningkatkan ketepatan sasaran dari
data penerima program melalui usulan layak/ketidaklayakan data peneri-
ma program melalui pemerintah daerah.

2. Perubahan target Rincian Output (RO) Jaringan Komunikasi yang semula
130 titik/lokasi berubah menjadi 119 titik/lokasi. dikarenakan adanya
Sekretariat PKH yang semula terpisah dengan Dinas Sosial Kabupaten/Kota
menjadi bergabung atau menyatu dengan Dinas Sosial Kabupaten/Kota.
oleh karena itu jaringan komunikasi data Sekretariat PKH tersebut menjadi
tanggung jawab Dinas Sosial Kabupaten/Kota. Serta terdapat perubahan
SOTK Kementerian Sosial sehingga titik/lokasi menjadi berkurang.

3. Pembukaan blokir pada Pemeliharaan NOC yang membutuhkan hasil
clearance dari Kementerian Menpan RB dan Kominfo senilai
Rp6.923.550.000. sehingga jumlah blokir Pusdatin menjadi senilai
Rp27.196.441.000.

DIPA Revisi ke - 10

Revisi anggaran yang dilakukan berupa pengalihan nilai blokir anggaran
Automatic Adjustment pada DIPA Biro Hubungan Masyarakat ke DIPA Pusdatin
Kesos senilai Rp3.000.000.000 dengan anggaran pagu tetap. sehingga blokir
anggaran Pusdatin Kesos senilai Rp30.196.441.000.

DIPA Revisike- 11

Revisi anggaran dilakukan dikarenakan optimalisasi anggaran dari potensi sisa
lebih penggunaan anggaran (SILPA) senilai Rp3.500.000.000. Oleh karena itu
dilakukan pengalihan blokir automatic adjustment dari DIPA Ditjen Perlindun-
gan dan Jaminan Sosial ke DIPA Pusdatin Kesos. Blokir Pusdatin Kesos bertam-
bah. menjadi senilai Rp33.696.441.000.

DIPA Revisi ke - 12

Revisi anggaran dengan tema revisi administrasi perubahan halaman Il DIPA ke
Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi DKI Jakarta.

DIPA Revisi ke - 13

Revisi realokasi anggaran Pusdatin Kesos ke Bagian Anggaran Bendahara Umum
Negara (BA BUN) senilai Rp5.073.126.000. Blokir Automatic Adjustment (AA)
yang semula Rp33.696.442.000 menjadi Rp28.623.315.000. Pagu anggaran
Pusdatin Kesos yang semula Rp91.989.427.000 menjadi Rp86.916.301.000.

DIPA Revisi ke - 14

Revisi Buka Blokir Anggaran dan realokasi anggaran tindak lanjut dari surat
Menteri Keuangan Nomor: S-527/MK.2/2022 tanggal 2 Desember 2022 perihal
Tindak Lanjut Permohonan Pembukaan Blokir Pencadangan Anggaran Automat-
ic Adjustment pada Kementerian Sosial. dengan rincian:
1. Pembukaan blokir anggaran (Automatic Adjustment) Pusdatin Kesos senilai
Rp28.623.315.000.

2. Realokasi anggaran ke Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan
Sosial senilai Rp28.623.315.000.

3. Berkurangnya pagu anggaran Pusdatin Kesos menjadi senilai Rp
58.292.986.000.

DIPA Revisi ke - 15

Pemutakhiran Data Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) dan mengubah arsip
data komputer RKA-K/L pada satuan kerja Pusdatin Kesos Sosial ke Kantor
Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi DKI Jakarta.
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2. Survey Kepuasan Layanan Pusdatin Kesos

Dalam rangka peningkatan pelayanan publik Pusdatin Kesos melakukan survei kepua-
san kepada pengguna layanan Pusdatin Kesos dengan mengacu pada Peraturan
Menpan RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan
Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

Tabel 3.9 Nilai Hasil Survey Kepuasan Layanan Pusdatin Kesos

U Kesesuaian Persyaratan 3,04 3,31 3,25 320
L2  Prosedur Palayanan 276 3,38 292 3,02
B Kecepatan Pelayanan 2,65 3,8 3,25 3,06
M Kesesualary Kewajaran Biaya 3,69 3,590 3,58 3.7
U5  Kesssuaian Pelayanan 3,06 3,28 3147 317
U  Kompetensi Patugas 3,26 3,59 2,75 320
UT  Perilaku Petugas Pelayanan 3,18 3,66 2,67 347
U8  Penanganan Pengaduan 3,08 3,93 3,33 344
U8 Kushiss Sarana dan Prasarans 270 3,82 2,58 297
Rata-rata Milai 3.0 355 3,08 3.22‘

Konversi 80,38

Kategori I e |

Berdasarkan hasil survey yang disajikan pada Tabel 3.1 dapat dijelaskan bahwa rata-rata
nilai seluruh unsur dari ketiga jenis layanan yang dilakukan oleh Pusdatin Kesos diperoleh
poin nilai 3,22 atau setara 80,38 sehingga Mutu Pelayanan Pusdatin Kesos masuk dalam
kategori B dengan kinerja Baik. Informasi lebih rinci terkait survey kepuasan layanan Pusda-
tin Kesos disajikan pada Laporan Kepuasan Layanan Pusdatin Kesos Tahun 2022.

3. Dalam rangka menjaga dan meningkatkan kualitas dan mutu layanan Pusdatin Kesos serta
meningkatkan standard keamanan proses bisnis Pusdatin Kesos berencana melakukan
sertifikasi ISO 9001:2015 dan upgrade Sertifikasi ISO 27001: 2022
Koordinasi dan persiapan pelaksanaan sertifikasi telah dilaksanakan sejak akhir tahun 2022
dan mulai dilakukan penguatan SDM Pusdatin Kesos sejak Januari 2022.

4. Evaluasi Pemanfaatan Jaringan Komunikasi

Evaluasi pemanfaatan sewa jaringan komunikasi dilakukan berdasarkan data pemanfaatan
sewa jaringan komunikasi dari 4 (empat) penyedia jasa yaitu Hypernet. Comtronik. Telkom.
dan Milenetwork. Analisis dilakukan pada rentang akhir Oktober — awal November 2022.
Data merupakan kecepatan bandwith atas penggunaan jaringan di 119 lokasi selama
bulan-bulan tertentu dengan selang waktu Februari sampai dengan Oktober 2022. Hal ini
dilakukan karena data penggunaan pada bulan Januari cenderung 0 atau belum dilakukan
pemanfaatan. Hasil evaluasi dapat menjadi bahan efisiensi kuota bandwith di beberapa
lokasi pada Desember 2022 dan koreksi kuota bandwith di beberapa lokasi yang akan
dilaksanakan mulai Januari 2023. Laporan lebih rinci atas pelaksanaan evaluasi dapat dilihat
pada Laporan Hasil Evaluasi Pemanfaatan Jaringan Komunikasi.
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Bab 4
Penutup

Laporan Kinerja Pusdatin Kesos Tahun 2022
telah disusun dengan berpedoman pada
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik
Indonesia No 53 Tahun 2014 Tentang Petun-
juk Teknis Perjanjian Kinerja. Pelaporan
Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan
Kinerja Instansi Pemerintah.

Sesuai dengan informasi dan deskripsi yang
telah disampaikan pada bab-bab sebelumn-
ya dapat disampaikan bahwa seluruh
indikator kinerja utama telah dicapai
dengan baik. Selain itu juga diinformasikan
capaian atas kinerja yang menjadi penu-
gasan kepada Pusdatin Kesos.

Laporan Kinerja Tahun 2022 ini diharapkan

dapat memberikan informasi yang mema-
dai atas kinerja yang telah dan seharusnya
dicapai oleh Pusdatin Kesos pada tahun
2022 dan sebagai bentuk akuntabilitas
dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang
dipercayakan kepada Pusdatin Kesos atas
penggunaan anggaran tahun 2022.

Demikian laporan kinerja ini disusun
dengan harapan dapat digunakan sebagai
alat evaluasi yang terukur, jelas, dan trans-
paran mengenai kinerja organisasi Pusda-
tin Kesos secara keseluruhan serta sebagai
bahan pengambilan kebijakan dalam
pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan
yang lebih baik di waktu yang akan
datang.
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Perjanjian Kinerja

.
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PERIANITAN KINERIA TAHUN 2027
PUSAT DATA DAN INFORMAST KESEJAHTERAAN SOSTAL

Dualam rangic mesngudican manajemesn pefmeintahan yang efeldif, transparan, dan akuntsbel
serta bamorientasi pads hisil, ksmi yang bertanda tangan & bawah ini;

MNama Agus Fasral Arifin

Jabatan ¢ Kepala Pumat Data dan Infionmars) Kesejaiierasn Socal
seanjutnya deebut Pilak Pefama

MNama ;T Resmaharini

Jakatan ! Menter Sosial

Sefali ataean Pihak Pertama, selanjutiva disshot Pihak Kedua

mmwpammmmmmmmwm
penjanian ini, daklm rangka mencapal tiwget kinerja jangka menengah seperti yang telih
&mmmmmm.mmwﬂummmm
kineva tersehut menjadi Bngoung jewah kami,

Pk Kedun alon melalukan superdsi yang diperiukan serta alan melakukan evaluas
berhadap capaan kinerja dari perpanjian i dan mengambil tindalan yang dipedukan dalam
rargka pembenan penghargaan dan sanksi,

Jalarta,  September 2022

Pihak Kedua, Pihak Pertama,
Menter Sossal Kepaly Pusat Data dan Informasi
Ersephieraan Sodsl

W
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Lavganan DTKS

SK2 Terwujudnya tata keicla | 1K 2.1
yang baik pada Pusat Data |
dan Informasi |
Kesajarernan Sosial K 2.2

1.  Program Perlindungan Sosial

Jumiah

Pinak Kigdua,
Merter Sogial

[ L' ear
| un.wm.ww.mmm
i

PERJANITAN KINERJA TAHUN 2022
PUSAT DATA DAN INFORMAST KESEJAHTERAAN SOSLAL

Indikator Kinerja

o g _E""-J- -
Data Terpadu Kesejshteraan Sosal
{DTKS)

| Persertass (%) DTKS yang memilki | 97%
integritas data

| Persentasa (%) Daerah yang 6%
memanfaatkan DTKS

54

..J.-...-...... nes w = r 5
memaniaatkan DTKS

| Persentase (%) Kabupater/Kota yang | 63%

skt mefaloukan pemutabhiran DTES

| Nl SAKIP Pusat Data dan Informasi | A
;Emiam:l

| Milaé Kineria Anggaran Pusat Dota dan | 86,02
| Infanmas Kescjahteraan Sosal

Program/ Kegiatan Anggaran

Rp  73.024.499.000 |

6318. Pengelotan Dita Terpadu Kesefahteraan Sosial

Rp  18.964.928.000 |
= Rp_ 91.889.427.000 |

Inkawta, Septembes 2023
Pihak Portama,

Kepaln Pusat Data dan Informasi
Eesejahteraan Sosial

A

Agis Zaanal Asifin
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Persentase Ketepatan Sasaran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)

Target 989% - Capaian 99,370/0

Program
Perlindsos
1 PKH 97,13%| 97,80%| 98,87%| 98,90%
2 Sembako 99,12%| 99,35%| 99,17%| 99,44%
3 PBI 99,41%| 99,54%| 99,64%| 99,77%
Ketepatan Sasaran DTKS
98,55%| 98,89%| 99,23%| 99,37%
Tahun 2022
1. Ketepatan Sasaran Program PKH
TAHUN 2022
Program PKH
TRIWULAN | TRIWULAN Il | TRIWULAN Il | TRIWULAN IV
Jumlah Penerima Manfaat 10.000.000 9.713.356 9.713.356 9.949.870
(-) Meninggal - 33.645 27.475 25.100
(-) Tidak Layak 286.644 214.125 109.970 109.692
(+) Penambahan - 247.770 373.959
Jumlah PM untuk TW berikutnya 9.713.356 9.713.356 9.949.870 9.815.078
% Ketidaklayakan SK/DTKS (minus
. 2,87% 2,20% 1,13% 1,10%
meninggal)
% Ketepatan Data
= Persentase DTKS yang masih dipakai 97,13% 97,80% 98,87% 98,90%
(tidak dikoreksi) di bulan berikutnya.
2. Ketepatan Sasaran Program Sembako
. TAHUN 2022
Program
Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September | Oktober November | Desember
Jumlah Penerima Manfaat 18.800.000 | 18.800.000 | 18.800.000 | 18.800.000 | 18.800.000 | 18.800.000 | 18.800.000 | 18.800.000 | 18.800.000 | 18.791.067 | 18.791.067 | 18.791.067
(-) Meninggal - - 6.492 6.492 7.704 20.569 1.212 5.935 26.569
(-) Tidak Layak 165.147 165.147 165.147 116.188 116.188 135.608 111.644 37.525 317.866 105.569
(+) Penambahan 165.147 165.147 165.147 122.680 122.680 143.312 132.213 38.737 314.868 - - -
Jumlah PM untuk Bulan berikutnya | 18.800.000 | 18.800.000 | 18.800.000 | 18.800.000 | 18.800.000 | 18.800.000 | 18.800.000 | 18.800.000 | 18.791.067 | 18.791.067 | 18.791.067 | 18.658.929
% Ke.ridaklayakan SK/DTKS (minus 0,88% 0,88% 0,88% 0,62% 0,62% 0,72% 0,59% 0,20% 1,69% 0,00% 0,00% 0,56%
meninggal)
% Ketepatan Data
= Persentase DTKS yang masih dipakai (tidak 99,12% 99,35% 99,17% 99,44%
dikoreksi) di periode
3. Ketepatan Sasaran PBI
TAHUN 2022
Program PBI
Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus | September | Oktober | November | Desember
Jumlah Penerima Manfaat 85.303.878 | 86.990.620 | 88.461.326 | 90.369.291 | 91.606.085 | 92.652.167 | 94.715.593 | 95.541.125 | 96.322.794 | 96.584.760 | 96.698.744 | 96.698.744
(-) Meninggal 136.378 32.898 50.645 31.675 67.327 29.912 50.691 27.121 15.933 18.288 65.350
() Tidak Layak 631.816 151.639 765.061 575.253 306.442 374.880 284.005 209.560 550.712 222.354 226.176
(+) Penambahan 2.454.936 | 1.655.243 | 2.723.671 | 1.843.722 | 1.419.851 | 2.468.218 | 1.160.228 | 1.018.350 828.611 354.626 287.837
Jumlah PM untuk Bulan berikutnya | 86.990.620 | 88.461.326 | 90.369.291 | 91.606.085 | 92.652.167 | 94.715.593 | 95.541.125 | 96.322.794 | 96.584.760 | 96.698.744 | 96.698.744 | 96.695.055
% Ketidaklayakan SK/DTKS (minus
_ 0,74% 0,17% 0,86% 0,64% 0,33% 0,40% 0,30% 0,22% 0,57% 0,23% 0,23%
meninggal)
% Ketepatan Data
= Persentase DTKS yang masih dipakai (tidak 99,41% 99,54% 99,64% 99,77%
dikoreksi) di periode berikutnya.
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e lah Provingd menerima BAST
R lah KabfEotm menenima BAST sad
Bamiah KabfKota melakuksn pemadsnsn Saj

Bamiah Kab/Komm metenimas BAST dan melikukan pemsdanan

NAMA_PROY

DAERAH ISTIMEWA TOGTAKARTA
Dkl IAKAHTA

LAWA BARAT

BN TERGHH

BASA TR LR

KALIMANTAN SELATAM
KALIMANTAN TENGAH
KALIMANTAN TIMLUR
KALIMANTAN UTARA
KEPULALIAN BaNGEA BELITUNG
KEPULALUMAN RIAL

MALLIEU

MNUSA TEMGRARA BABAT

AU

SULANYES| BARAT

SULAWES] SELATAN
SULANYES| TEMIGAH

SULANYES| LITARS

SUMATERA BARAT

SUMATERA SELATAN

Joerri v by Prowingd mesnenims BAST
bomlah KabfEota menenma BAST saj
B lah Kabyfiotn medakulcan pemadanan saja

harmlah Kabfiota mesnedms BAST dan melskukan pemadanan

Jumilah
20
420

80,29%
20
148
34
138

JUPALAH BAST
PROVIMSE

P T T e e e i T O
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JUMLAH BAST KABUPATEN/KOTA

AR TINSOIR TENGAH SELATAN
EAR. MERAMGH
AR MUARD EME
EAB. ROKAN HELIR
KA. ACEH BARAT
AR ACEH BARAT DAYA
AR ACEH BESAR

AR, ACTH LAYTA

KAR, AOEH SINGEIL
EAH. ACEH TEMGAH
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KAR. KuaL)
131 |KAB. KUDUS
ET] KAB. KULON PROGD
135 KAB. KLMINGAN
136 AR KIFANG
137 KAE. KLTAI BARAT
138 KABE. KUTAI EARTANEGARS
139 AR WUTAI TIMUR
140 [KAB LABUHANBATLSELATAN
141 |m LAHAT
143 WAR LAMANDALI
143 | kaE: LAMDNGAN
a.-l-l KABR LASAPURG BARAT
145 FAR LAMPUNG SELATAN
145 KAR. LAMPLNG TIMLUR
147 WAB. LAMPUNG LITARA

150 KAB LEBAK
151 AR LE BOIMG
157
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NAMA_KAB/OTA

:

KAE. MANGGARA TIMILE

AR ARG N AR

EAB. MARDS

| AR, MEMPAWAH

KAH. b ERALKE

KRB, WURAHASA

BB|3|3(3(2(5)8

RAR MIRARAZA SELATAN

KAH. MIENAHASA TE

KA. MOGKERT

| KAB. MCRIWAL

®|E|E (8|

|H-LHMAL]IJ‘EM

KAB. MUARS ENIM

KAB. MUKD MUKD

BALMA

KA. WURLNG RAYTA

BB ESE

AR, WL BANYLASIN

ﬁ

KAH. MUS| RAWAS

AR, WA N RAY A

KAB. NAGEKED

EAB, RATUNA

KAH. NGADA

| KA, G

KAB, HIAS

AR WIAS BARAT

KAH. WAL SELATAN

AR, WATRLIEAN

KA. DIGAN KOMER KRG LU SELATAN

| KAB. DGAN KDMERSNG LILL TIMUR

KAB. PACITAN

KAR. FADANG LAWAS

KA. PADANG LAWAS UTARA

WA PADANG PARLAMAN

KA. PAMUWATD

EAR PAKPAK BHARAT

KA. PAMEIEASAN

HEHEHEEEEE R EEEEE

KAR, PANDECGLANG

T
Hr ]
H

KAB.

EAH PARGEAIEME KEPULAUAY

AR, PARIGI MOUTDNG

AR, PASAMAN

KAH. PASANAN BERAT

HH S

KB, PASLELIAN

L]
iy
=l

KAR PATI

&

AR, PERALONGAN

e
=

KAH. FErALARK

AR, PEPUALAM PASER UTARA,

KAH. PESISIRBARAT

5|

KAB. PESISIRSELATAN

KAR. MGIE

KAB. PISRANG

KAB. POLEWAL MANDLE

BlE[E

AR PO

.4
L 3
e

EAL PRISGREWL

AR, PR NG
KA, PULANG PISAL

]

| KA MUNCAK

&
o

| kAR, PLRBALIMGSA

L |ﬂ-lv. FURWAKARTA
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AR PUBWOREID
AR, RALL AMPAT
235 |ma. REM BANG
Pl |I'Jil. BOTE MDD
237 KA. SABU RALILIA
238 [WAB. SAMBAS
339 |WAB. SAMODSIR
240 SAMPANG
41 EAB. SEEADAL
4 AR SEMARANG
243 |WAB. SERAM BAGIAN TIMUR
248  |WABR SERANG
FL] |#I-. S ERDANG BEDAGAL
246 KAB. SEMMNAN
347 |WAR. SIAK
248 KAB. SIDENREMG RAPPANG
FLk] AR, SID0AKE
250 ]
351 AR, SLURIUNG
352 [WAR. SIKKA
253 |WAB. SIMALUNGLN
254 |uAn. SiMA
155 | EAB. SINTANG
356 |WAR. SITLIROMNDO
57 KAB. SLEMAN
- 158 KAB. S0LCE

58 |l'.||rl-. SCHOE HELATAN
260 AR, SOPPENG

61 [mAR SomOMNG

EIE 18|

266 [WAB. SUMBA BARAT
267 |WAB SUMBA BARAT DAYA

268 AR 510 LA TSGR N
2649 AR SLBVBA TIMUR

179 |WAB TASMA TORAMA

280 [xan TaMAH BBl

281 EAR. TANAH DATAR

a3 ||r..u. TASMAH LALT

283 [WAR TANGERANG

I8 [RAR TANGGAMLE

285 |EAR TAMILING MABUNG BARAT
NG (AR TAMISG 1 DUNG TIMLIR

M7 |WAR TAPANUL SELATAN
288 |m.m

289 |WAB TEGAL
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300 B WONOS0B0
30 ELFTA AL, BAKARTA BARAT
302 EOTA ADM._ MCARTA PUSAT

L
L

303 KA AL, ARCKATA SELATAN

o= ROTA AR, BAKARTA T LS

KOTA ACSA. MAKARTA UTARA

EOTA BAKOA ACEH

304 (KOTA BANDUNG

L] KOHTA SRR

310 EDTA BARIAREARL

] el

311 [ROTA BARARMASIN
312 |l::m BATAM

=

313 EOTA BATY

M4 EOTA BaLiRALI

315 EOTA BEEAS|

| e e |

Fig EQTA BLRGHLEL
ar EOTA BIMA

e EQTA BITLIRG

320 |EOTABLITAR

321 |n:|-tA BONTANG
22 EOTA BURTTHRGG

323 |eoTacuEson

ErL] EOTA OMA

325 ECQTA CIREBON

gl KOTA DEWFASAR

n? EOTA DEPOK

328 EOTA DUBAI

et | e e | i | i | o |

i) HOTA GORONTALD

330 EOTA GLINLIRGITOL

s

331 EOFTA LAYAFURA 1
EiF KT KEDOR 1
333 EOTA KERDAR 1
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377 |mOTA TANIUNG BALAI
378 [WOTA TANIUNG FINANG
310 [NOTA TARAKAN

380 |mOTA TASIEMALAYA
0] | EOTA TERING TINGGI
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FREKUENSI PEMADANAN DTKS
DINAS SOSIAL KABUPATEN/KOTA

MAMA_KABKOTA

JRAB. BERAL
|koTa suRARAYA
|koTa serang
|aB. KB RaYA
|xoTA PRABUMULIK
| KOTA TANIUNG FINANG
|koTA PARIAMAN
|xag. puran
|AB. SITUBDNDG
|an. simeuLuE
|kOTA BANDUNG
|kan. kanenn
|kag. womoGia
Im ADM. KEP, SERIBLI
KOTA YOGYAKARTA
KAB, GORONTALD
| xR TASIKMALAYA
|xan. AcEM BARAT DAYA
KOTA CILEGON
|xap. GrROBOGAN
KOTA MALANG
|xan pumwoRED
| a8 BANDUNG BARAT
[KOTA PASURLIAN
|xAB. SIDENRENG RAPPANG
KAB, MADIUN
KAB. DOMPU
|xan. Kueams
|KOTA ADM. JAKARTA SELATAN
|ian. kLaTEN
| koA PACENG PANIANG
KAR. INDRAGIR] HILIR
KAB. PANGEAIENE DAN KEPULALIAN
34 Im KARANGASEM
15 KAB. BANGKA
EKAB. LAMPUNG SELATAN
KAB. BANGKA TENGAH
|xan purmALINGGA
A, KARMUM
|xAB. PESISIR SELATAN
| MalaLEMGES
KOTA TANGERANG
43 KAB. NDUGA
44 |XOTAMOIOKERTO
45 |KAB. HULL SUNGAI UTARA
46 |NAB. HALMAHERA BARAT
47 KAB. TRENGGALEK
48 KARL INDRAMAYL
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KOTA METRD

KAD WhlD

KAR. KCFLAKA TIMLUR

KADL KOMNAWE

KOITA TERMATE

KAR. TUBAN

KOTA SUBLLUSSALAM

KOTA BUKITTINGGI

KOTA ADM. LRGURTA PUSAT

KAR BATANGHAR

KAR. PRRIGI MOUTONG

KAR BIRELEN

KOTA CIMAHI

KAR SUMENER

KAR MUAMBERAMD TENGAH

KAR LEMBATA

KABR LUMALANG

KAB. CIREBON

KAD, MEMPAWAH

KAB: MERALIKE

KAR LLPARY UTARR

KAB. MAGETAN
KAB, HALMAHERA SELATAN

KAR, MARDS

KADL HULL SusaGAl SELATAMN

KAL KEPAMIAMNG

KAR TULANG BAWANG

KDTA SURABURA)

KAR KARANGANTAR

KAR DONGGALR

KOTA 5AM ARINDA

KOTA DUMAL

KAB. BLITON TENGAH

KAB. POHUWATO

KAR KEPLILALIAN TAMIMBAR

KAR YA LIkAD

KAR. ClLACAR

KOTA FONTIAMAK

EAR SULINILING

KAR PANGANDARAN

KAB. 514K

KAB. PENAIAM PASER LITARA

KAR, LOMBOK LITARR

KAB, MOMKERTO

KAB. BENGELILL TENGAH

KAR KLANTAN 5 RENG
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KAL POLEWAL BMAKNDAR
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NO NAMA_JAB/ROTA FREKUENS! PEMADANAN DTS
a7 FAR SURGHARK) 3
98 KOTA ADNA, JAKARTA BARAT 4
Fo ] KAR LEBAK 1
100 KOTA PELANBARL 15
101 KAR JENEPONTCH 1
10 EOTA PALOPO B
103 KOTA RASLAR |
| 104 [KAS KEROM 2
105 kAR PEKALONGAN 1
106 [KAR SAMBPANG 1
107___{KAB. KUMINGAN 1
108 KCVTA AN RIBS L E
105 AR PASAMAN BARAT 4
110 [KAB TAMA TORAIA 1
111 AR FAHUKIM O E
112 KAR BAMIARNEGARA. 1
113 AR TAMLH BLMBL 16
114 AR SR NG s
1% AR UL SUMGA] TERGAH T
116 | kAR BUTON UTARA 1
117 |KAR BADUNG 18
18 |KOTA BENGKULL 2
1 KAR BATL RARA 10
120 |KAB LAMPUNG UTARA 1
121 kAR EALR 2
iz IKAD. BWCRES 2
113 KAB. SUPIORI 3
134 | AR GARLIT 11
11% AR PAMEKASAN B
1 [kAR BOMINEGORD 2
127 KAR RANTLIL 8
108 (AR GUNLNGKIDUL 8
129 KOTA BAMIARMASIN 1
130 AR LU 1
131 WAR LASUHARNSATUUTARA 1
133 AR BERASI G
133 |vAB JEMBER B
134 AR PURWAKARTA 3
13% KAR TOBA z
136 KA BENGEALIS 4
137 KA GrANY AR G
138 |KOTAADM. JAKARTA TIMUR 19
139 | kAR HGANIUK 16
140 |KOTA BOGOR 3
141 1
142 2
143 4
144 [
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No FRERUENS! PEMADANAN DTKS
145 |¥AB GRESIK 18
146 |KAB BANDUNG 11
147 |KAB TEGAL 4
148 AE. TULURNGAGLING 13
145 [XOTASOLOK 1
150 KA LU TIMIUR 1
151 A, SOLOK 2
152 [KAR SERANG 1
153 (AR KEPULALIGN YAPEN 1
154 [KAR BANYUMAAS 1
155 [KOTA PAYAKUMBUH 16
156 [xam ause 2
157 [KAB BONDOWOSD 4
158 [KAB KEPULAUANSELAYAR 2
155 |KaB JEPARA 1
180 KAB SEMIA Z
161 KAB. JOMBANG 9
16 KRR BCEH TRMUMNG 3
163 KOTA BATAM 3
164 [xOTa DEPOK 24
165 [kaB SIDOARD 38
166 KOTA AP, LUCARTA LT AR 7
167 [KOTA SEMARANG 4
168 lkaa TES0 !
169 |RAB BANGGAI KEPULAUAN 1
1 | KAB. TEMANGELUNG L]
17 KOTA TASFERLALAYA 4
172 A CTARES 4
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Persentase Kabupaten/Kota yang Aktif Melakukan Pemutakhiran Data

No Indikator Pengukuran Keaktifan UL % Kab/Kota
Kab/Kota
Melakukan minimal 1
0,
1 penidaklayakan dan 1 usulan bansos 464 90,27%
2 Melakukan penidaklayakan saja 13
3 Melakukan usulan bansos saja 33
4 Tidak melakukan keduanya 4

101 PAPUA
9102 PAPUA
9104 PAPUA
9107 PARPUA
208 PAPUA
9109 PAPUA
112 PAPUA
13 PAPUA
9114 PAFU A
9116 PAPUA
SlIIF PAPUA
9118 PAPUA
I PAPUA
9122 PAPUA
X3 PAPUA
9124 PAPUA
915 PAPUA
126 PAPUA
12T PAFUA
9128 PAPUA
1101 ACEH
1102 ACEH
1103 ACEH
1104 ACEH
1105 ACEH
1106 ACEH
1107 ACEH
1108 ACEH
1168 ACEH
1110 ACEH
1111 ACEH
1112 ACEH
1113 ACEH
1114 ACEH
1115 ACEH
1116 ACEH
1117 ACEH

FKAB. MERALIKE

AR, JAYAWLAYA
KAB. NABIRE

EAB, PUMNCAK JAYA
KAR, PANLAI

KAB. MIMIKA

FAB PEGUNUNGAN BINTANG
FAB, YAHUKINMGD

KAB. TOLIKARA

KAB. BOVEN DIGOEL
KAB. MAPPI

KAB. ASMAT

KAB. MAMBERAMOD TENGAH
KAB. YALIMOD

FAB. LAMNY JAYA
EAH, HDUGA

KAB. PUNCAK

KAB. DOGIYAI

KAB. INTAN JAYA

KAB. DEIYAI

KAB. ACEH SELATAM
FAB. ACEH TENGGARA
KAB. ACEH TIMUR
KAB. ACEH TENGAH
KAB. ACEH BARAT
KAB. ACEH BESAR
KAB. MHE

KAB. ACEH UTARA
KAB. SIMEULUE

KAB. ACEH SINGKIL
KAB. BIRELEN

KAB. ACEH BARAT DAYA
KAB. GAYD LUES

KAB. ACEH JAYA

KAB. NAGAN RAYA
KAB. ACEH TAMIANG
KAB. BENER MERIAH
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1118 ACEH

1171 ACEH

1172 ACEH

1173 ACEH

1174 ACEH

1175 ACEH

120 SUMATERA
1202 SUMATERA,
1203 SUMATERA
1204 SUMATERA
1205 SUMATERA
1206 SUMATERA
1207 SUMATERRA
1208 SUMATERA
1209 SUMATERA
1210 SUMATERA
1211 SUMATERA
1212 SUMATERA
1213 SUMATERA
1214 SUMATERA
1215 SUMATERA
1216 SUMATERA
1217 SUMATERA
1218 SUMATERA
1219 SUMATERA
1220 SUMATERA
1221 SUMATERA,
1222 SUMATERA,
1223 SUMATERA,
1224 SUMATERA
1225 SUMATERA
1271 SUMATERA,
1272 SUMATERA
1273 SUMATERA,
1274 SUMATERA
1275 SUMATERA
1276 SUMATERA
1277 SUMATERA,
1278 SUMATERA
1301 SUMATERA
1302 SUMATERA
1303 SUMATERA
1304 SUMATERA
1305 SUMATERA,
1306 SUMATERA

AR, PIDNE J&Yi

KOTA BANDA ACEH

KOTA SABANG

KOTA LHOKSELIMAWE
KOTA LANGSA,

KOTA SUBLILUSSALAM
KAB. TAPANUL TENGAH
KAB. TAPAMULI UTARR
KAB. TAPAMULI SELATAMN
KAB. NIAS

KAB. LANGEAT

KA. KARD

KAB. DELI SERDANG

KAB. SIMALLINGUMN

KAB. ASAHAN

KAB. LABUHANBATL

KAB. DWIRI

KAB. TOBRA

KAB. MANDAILING MATAL
KAB. MIAS SELATAN

KAB. PAKPAK BHARAT

KAB. HUMBANG HASUNDUTAN
KABE. SAMOSIR

KAB. SERDANG BEDAGAI
KAE. BATU BARA

FAB. PADANG LAWAS UTARA
KAB. PADANG LAWAS

KAB. LABUHANBATL SELATAN
KAR. LABUHANBATU UTARA
KAB. MIAS UTARA

KAB. MIAS BARAT

KOTA MEDAN

KOTA PEMATANGSIANTAR
KOTA SIBOLGA

KOTA TANIUNG BALAI
KOTA BINIAI

KOTA TEBING TINGGI
KOTA PADANG SIDEMPUAN
KOTA GLINURGSITOU

KAB. PESISIR SELATAN
KAB. SOLOK

KAB. SULUNIUNG

KAB. TANAH DATAR

KAB. PADANG PARIAMAN
KAB. AGAM

1307 SUMATERA KAB, LIMA PLILUH KOTA

1308 SUMATERA

1308 SUMATERA
1310 SUMATERA

1311 SUMATERA

KAH. PASARAN

KABR. KEPULAUAN MENTAWAI
KB, DHARMASRAYA

KAB. SOLOK SELATAN
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1312 SUMATERA KAB. PASAMAN BARAT
1371 SUMATERA KOTA PADANG
1372 SUMATERA KOTA S0LOK

1373 SUMATERA KOTA SAWAHLUNTO

1607 SUMATERA  KAB. BAMNYLIASIN

1608 SUMATERA

1610 SUMATERA

VKAB, OGAN KOMERING UILL TIMUIR
1609 SUMATERA  KAB. OGAN KOMERING ULL SELATA?

VKAB. DGAN ILR

1611 SUMATERA : KAB. EMPAT LAWANG

1612 SUMATERA

KAB. PENUKEAL ABAB LEMATANG ILIR

1613 SUMATERA : KAB. MUSI RAWAS UTARA

1671 SUMATERA

{KOTA PALEMBANG

1672 SUMATERA : KOTA PAGAR ALAM

1673 SUMATERA

CKOTA LUBUK LINGGAL

1674 SUMATERA  KOTA PRABUMULIH

1701 BENGKULU
1702 BENGEULL

11 6 5

15 10 B

8 4 i

3 s 1

1374 SUMATERA KOTA PADANG PANIANG 1r [ 11
1375 SUMATERA KOTA BUKITTINGGI 19 [ 5
1376 SUMATERA KOTA FAYAKUMBUH 26 9 9
1377 SUBMATERA KOTA PARIAMAN 26 13 13
1400 RlaL KAB, KAMPAR F 11 12
1402 RiaU KAB, INDRAGIR| HULL 4 4 0
1403 RiaL KAB, BENGKALIS 14 3 B
1404 RIAL KAB, INDRAGIRI HILIR 13 4 9
1405 RiaL KAB. PELALAWAN 5 F 2
1406 RIAL KAB. ROKAN HULL i3 T |
1407 RiAL KAB, ROKAN HILIR 5 F 3
1408 RlAL KAB. SLAK 22 4 B
1409 RIAL KAB. KUANTAN SINGINGI 10 F 3
1410 RIAL KAB. KEPLLAUAN MERANTI 16 i r
1471 Rlal KOTA PEKANBARL 3 3 1
1472 RIAL KOTA DLIMAIL 16 7 9
1501 JARBI KaAB. KERINGI 3 3 0
1502 JamBl KAB, MERANGIN 23 B 9
1503 JAmMBI KAB, SARCLANGUMN 16 3 L
1504 JAMBI KAB, BATANGHARI 26 10 11
1505 JAMBI KAB, MUARD JAMEB| | 4 5
1506 JaMBI KAB, TANJUNG JABLING BARAT 3 0 1
1507 1AMBI KAB. TANJUNG JABUNG TIMUR 2 11 12
1508 JAMBI KAB. BUNGD 24 F) 9
1509 JAMBI KAB. TEBD 10 5 5
1571 JAMBI KOTA JAMEL 12 5 5
1572 1AMBI KOTASUNGAI PENUH F 2 0
1601 SUMATERA : KAB. DGAN KOMERING ULL 1z 3 9
1602 SLIMATERA @ KAB, DGAN KOMERING ILIR 22 B 12
1603 SUMATERA | KAB. MUARA ENIM 18 B 9
1604 SUMATERA @ KAB, LAHAT 19 g B
1605 SUMATERA @ KAB, MILUISI RAWAS 20 4 9
1606 SUMATERA @ CAB, MUSI BANYUASIN 21 B 10
E 15 14

14 4 [+

B 0 5

18 [ &

19 3 11

i i 3

18 [ g

1B 5 [

B 2 1

40 14 16

13 3 [

19 i o

20 10 3

KAB. BENGKULL SELATAMN
KAB, REIANG LEBONG
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1703 BENGKULL
1704 BENGKULL
1705 BENGKLULLU
1706 BENGKULL
1707 BENGEULL
1708 BENGEULY
1708 BENGKLULU
1771 BENGELILL
1801 LAMPUNG
1802 LAMPUNG
1803 LAMPUNG
1804 LAMPUNG
1805 LAMPMING
1806 LAMPUNG
1807 LAMPUNG
1808 LAMPUNG
1809 LAMPUNG
1810 LAMPUNG
1811 LAMPUNG
1812 LAMPUNG
1813 LAMPUNG
1871 LAMPUNG
1872 LAMPUNG

KAB., BENGKULU UTARA
KAB. KAUR

KAB. SELLIMA

KAB, MUKO MUKO

KAB. LEBONG

KAB, KEPAHIANG

KAB, BENGKULU TENGAH
KOTA BENGKULL

KA, LAMPUNG SELATAN
KAB. LAMPUNG TENGAH
KAE, LAMPUNG UTARA
KAB. LAMPUNG BARAT
KAB, TULANG BAWANG
KAB. TANGGAKMUS

KAB. LAMPUNG TIMUR
KAB. WAY EANAN

KAB. PESAWARAN

KAB, PRINGSEWU

KAB. MESUN

KAB. TULANG BAWANG BARAT

KAB, PESISIR BARAT
KOTA BAMDAR LAMPUNG
KOTA METROD

1901 KEPULAUAN KAB, BANGES

1902 KEPULAUAN KAB, BELITUNG

1903 KEPULALIAN KAB. BANGKA SELATAN
1504 KEPULAUAN KAB, BANGEA TENGAH
1905 KEPULAUAMN KAB., BANGEA BARAT
1906 KEPULALIAM KAB. BELITUNG TIMUR
15971 KEPULALAN KOTA PANGIAL PMINANG
2101 KEPULALIAM KAB. BINTAN

2102 KEPULAUAN KAB. KARIMUN

2103 KEPULALIAM KAB. MATUMNA

2104 KEPULAUAMN KAB. LINGGA

1105 KEPULAUAN KAB. KEPULALIAN ANAMBAS

2171 KEPULAUAN KOTA BATAM
2172 KEPULAUAN KOTA TANFING PINANG
3100 DKl JAKARTE KAB. ADM, KEP, SERIBU

3171 Dl JAKARTE KOTA ADM, JAKARTA PUSAT
F17T DELJAKART2 KOTA ADM. JAKARTA UTARA
3173 DK JAKARTA KOTA ADM. JAKARTA BARAT
3174 DKI JAKARTS KOTA ADM. JAKARTA SELATAN
3175 DKl JAKARTA KOTA ADM, JAKARTA TIMUR
200 JAWA BARA KAB, BOGOR

3202 JAWA BARA KAB, SUKABLIMI

3203 JAWA BARA KAB. CANIUR

3304 JAWA BARA KAB, BANDUNG

3205 JAWA BARA KAB. GARUT

3206 JAWA BARA KAB: TASIKMALAYA

3207 JAWA BARA KAB, CLAMIS
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AM0B JAWA BARA KAB. KUNINGAN 12
AT09 JAWA BARA KAB, OIREBON 21 ﬁ 5
A2T0 JAWA BARA KAB. MAJALENGEA, a0 11 14
AZ11 JAWA BARA KAB, SUMEDANG 18 ] ]
3212 JAWA BARA KAB. INDRAMAYL 23 10 12
3213 JAWA BARA KAB, SUBANG 18 ] T
3214 JAWA BARA KAB. PURWARARTA 25 i i1
3215 JAWA BARA KAB, KARAWANG 18 T 2
3316 JAWA BARA KAB. BERASI B z 5
3217 JAWA BARA KAB, BANDUNG BARAT 1 il 13
AX1E JAWA BARA KAB. PANGANDARAN 16 12 13
AXT1 JAWA BARA KOTA BOGOR ) E | 3
3272 JAWA BARN KOTA SUKABUMI 26 12 10
3273 JAWA BARA KOTA BANDUNG 36 15 14
3274 JAWA BARA KOTA OREBON a 4 5
AIT5 JAWA BARA KOTA BEKAS] 12 3 4
AITE JAWA BARA KOTA DEPOK 30 12 11
IITT JAWA BARA KOTA CIMAHI K 3 a
JITE JAWA BARA KOTA TASIKMALAYA 16 ] 10
3279 JAWA BARA KOTA BANLAR 18 10 ]
3301 JAWA TENG. KAB. OLACAP 20 ] 8
3302 JAWA TENG. KAB. BANYLUMAS 36 13 13
3303 JAWA TENG. KAB. PURBALINGGA 45 17 18
3304 JAWA TENG. KAB, BANJARNEGARA 15 4 7
3305 JAWA TENG. KAB, FEBLIMEN 7 11 11
3306 JAWA TENG. KAB. PURWOREID 15 T 8
3307 JAWA TENG. KAB. WONOS080 22 B g
3308 JAWA TENG KAB. MAGELANG 14 B 5
3309 JAWA TENG. KAB. BOYOLAL 22 8 L)
2310 JAWA TENG. KAB, KLATEN n T T
3311 JAWA TEMNG. KAB, SUKDHARIQ 34 15 13
3312 JAWA TENG. KAB, WONOGIRI 33 12 15
3313 JAWA TENG. KAB. KARANGANYAR 3 14 13
3314 JAWA TENG KAB. SRAGEN | 14 13
3315 JAWA TEMNG. KAB. GROBOGAN ) T 1
3316 JAWA TENG. KAB. BLORA 21 10 ]
3317 JAWA TENG. KAB. REMBANG 1& 10 ]
2318 JAWA TENG. KAB. PATI 26 15 8
3315 JAWA TENG. KAB. KUDLS 11 3 4
2320 JAWA TENG. KAB. JEPARA E | 13 14
3321 JAWA TENG. KAB. DEMAK 16 B ]
3322 JAWA TENG. KAB. SEMARANG 24 10 12
3373 JAWA TENG. KAB. TEMANGGUNG 22 10 12
3324 JAWA TENG. KAB, KENDAL 1 13 13
3325 JAWA TENG. KAB, BATANG 18 B 8
3326 JAWA TENG. KAB, PEXALONGAN 30 15 1l
3327 JAWA TENG. KAB. PEMALANG ] ) 10
3328 JAWA TENG. KAB. TEGAL 16 8 ]
3329 JAWA TENG. KAB. BREBES 25 ] 11
3371 JAWA TENG. KOTA MAGELANG 21 B 9
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3372 JAWA TENG, KOTA SURAKARTA
3373 JAWA TENG, KOTA SALATIGH
3374 JAWA TENG, KOTA SEMARANG
3375 JAWA TENG. KOTA PEKALONGAN
3376 JAWA TENG, KOTA TEGAL

3301 DARERAH IST)KAB. KULON PROGO
3302 DAERAH ISTIKAB, BANTUL

3403 DAERAH IST) AR, GUNUNGEIDUL
3204 DAERAH IST) KAB. SLEMAN

3471 DAERAH ISTI KOTA YOGYAKARTA
3501 JAWA TIMUI KAB, PACITAN

3502 JAWA TIMUI KAB, PONOROGD
3503 JAWA TIMUI KAB. TRENGGALEK
3504 JAWA TIMUIKAR, TULUNGAGLUNG
3505 JAWA TIMUI KAB. BLITAR

3506 JAWA TIMUI KAB, KEDIRI

3507 JAWA TIMUI KAB, MALANG

3508 JAWA TIMUI KAB, LUMAIANG
3509 JAWA TIMUI KAB. JEMBER

3510 JAWA TIMUI KAB, BANYUWANGI
3511 JAWA TIMU| KAB. BONDODWOSO
3512 JAWA TIMUI KAB, SITUBONDO
3513 JAWA TIMUI EAB. PROBOLINGGO
3514 JAWA TIMLUY KAB, PASURLIAN
3515 JAWA TIMUI KAB, SIDOARIC

3516 JAWA TIMUI KAB, MOJOKERTO
3517 JAWA TIMUI KAB. JOMBANG

3518 JAWA TIMUI KAB, NGANILIK

3519 JAWA TIMUI KAB. MADIUIN

3520 JAWA TIMUI KAB, MAGETAN

3521 JAWA TIMUI EAB. NGAWI

3522 JAWA TIMUI KAR, BOMINEGORD
3523 JAWA TIMUI KAB. TUBAN

3524 JAWA TIMUI KAB, LAMONGAN
3535 JAWA TIMUI KAB. GRESIK

3526 JAWA TIMUI KAB, BANGEALAN
52T JAWA TIMUI EAB, SAMPANG

3528 JAWA TIMUI KAB, PAMEKASAN
3525 JAWA TIMUI KAB, SUMENEP

571 JAWA TIMUI KOTA KEDIR|

3572 JAWA TIMUI KOTA BLITAR

3573 JAWA TIMUI KOTA MALANG i |
574 JAWA TIMUI KOTA PROBOLUING GO 4
3575 JAWA TIMUI EOTA PASURLAN 18
3576 JAWA TIMUI KEOTA MOJOKERTO )
A5TT JAWA TIMUI EOTA MADIUN 13
3578 JAWA TIMUI KOTA SURABAYA 2
3573 JAWA TIMUI KOTA BATL B
3601 BANTEN KAB, PANDEGLANG 12
3602 BANTEN  KAB. LEBAK
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3603 BANTEM  KAB. TANGERAMNG 1

3604 BANTEN  KAB, SERANG IE 2 9
3671 BANTEN  KOTA TANGERANG 33 14 13
3672 BANTEN  KOTA CILEGOMN L] 2 a
3673 BANTEN  KOTA SERANG 7 9 11
3674 BANTEN  KOTA TANGERAMNG SELATAM 20 -] ]
5101 BALI KAB. JEMBRANA 11 2 ]
102 BALI KAB, TABANAN 23 1 11
103 BALl KAB. BADUMNG 34 14 13
3104 BALI KAB, GIANYAR 21 11 |
5105 BALI KAB. KLUNGEUNG 13 ] 5
5106 BALI KAB. BANGLI FiF 11 11
5107 BALl KAB. KARANGASEM T 2 5
5108 BAL KAB, BULELENG 14 B 4
5171 BALI KOTA DEMPASAR 29 B 13
5201 NUSA TENG KAB, LOMBOK BARAT 20 2 10
5202 NUSA TENG KAB, LOMBOK TENGAH 16 T ]
5203 NUSA TENG KAB, LOMBOK TIMUIR 3 11 10
5204 MUSA TENG KAB. SUMBAWA 11 L] 5
5205 NUSA TENG: KAB. DOMPU 12 ] 12
5206 NMUSA TENG KAB. BIMA 13 3 [
S207 NUSA TENG KAB. SUMBAWA BARAT 29 B 11
5208 NUSA TENG KAB. LOMBOK UTARA 51 1z 12
5271 NUSA TENG KOTA MATARAM B 1 2
5272 MUSA TENG KOTA BIMA 11 3 6
5301 NUSA TENG KAB. KUPANG B 1] )
5302 NUSA TENG KAB TIMOR TENGAH SELATAN 7 1 1
5303 NUSA TENG KAB. TIMOR TENGAH UTARA 13 5 [
5304 NUSA TENG KAB. BELU 10 1 i
5305 MUSA TENG KAB, ALOR . 10 o
5306 MUSA TEMG KAB, FLORES TIMUR 28 11 12
5307 MUSA TENG KAB, SIKEA 3 F ) ;|
5308 MUSA TENG KAB. EMDE i7 ] T
5309 MUSA TENG KAB. NGADA 13 3 ]
5310 MUSA TENG KAB. MANGGARAI 13 1 T
5311 NUSA TENG KAB, SUMBA TIMUR s 3 g
5312 NUSA TENG KAB, SUMBA BARAT 20 7 -]
5313 NUSA TENG KAB. LEMBATA a7 g 12
5314 NUSA TENG KAB. ROTE NDWO 13 4 ]
5315 NUSA TENG KAB. MANGGARAI BARAT 18 B 13
5316 NUSA TENG KAB. NAGEKED 12 3 2
5317 NUSA TENG' KAB. SUMBA TENGAH 23 B 9
5318 NUSA TENG KAB. SUMBA BARAT DAYA, 24 T 12
5319 NUSA TENG KAB, MANGGARAI TIMUR 12 F 1
5330 NUSA TENG: KAB, SABL RALILA 18 10 b
5321 NUSA TENG KAB, MALAKA, i o F
5371 NUSA TEWG KOTA KUFANG iz 3 q
6101 KALIMANTAIKAB. SAMBAS -] 4 2
G102 KALIMANTAIKAB. MEMPAWAH i3 ] ]
6103 KALIMANTAIKAB. SANGGAL 14 5 8
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6503 KALIMANTAI KABE. MUMNLIEAN

6504 KALIMANTAI KAB. TANA TIDUNG

6571 KALIMANTAI KOTA TARAKAN

7101 SULAWES! L KAB. BOLAANG MONGONDOW
7102 SULAWES! L KAB. MINAHASA

7103 SULAWES! L KAB, KEPULAUAN SANGIHE

TI04 SULAWESI L KAB. KEPULAUAN TALALID

7105 SULAWES! L KAB. MINAHASA SELATAN

7106 SULAWESI L KAB, MINAHASA UTARA

7107 SULAWES! L KAB. MINAHASA TENGGARA

7108 SULAWES! U KAB. BOLAANG MONGONDOW UTAR
7109 SULAWES! L KAB, KEP. SIAL TAGULANDANG BIAR
7110 SULAWES! L KAB, BOLAANG MONGONDOW TIMU
7111 SULAWES! L KAB. BOLAANG MONGONDOW SELA
TA71 SULAWES! L KOTA MANADD

7172 SULAWESI U KOTA BITUNG

7173 SULAWES! L KOTA TOMOHON

7174 SULAWES! L KOTA KOTAMOBAGU

7201 SULAWESI T KAB. BANGGAI

7202 SULAWESI T KAB. POSO

7203 SULAWES! T KAB, DONGGALA

7204 SULAWES! T KAB. TOL TOU

7205 SULAWES! T KAB. BUOL

7206 SULAWES! T KAB. MOROWALI

7207 SULAWESI T KAB, BANGGAI KEPULALIAN

7208 SULAWESI T KAB. PARIGI MOUTONG

7209 SULAWESI T KAB. TOMD UNA UNA

7210 SULAWESI T KAB. SIGI

7211 SULAWES! T KAB. BANGGAI LAUT

7212 SULAWESI T KAB. MOROWALI UTARA

7271 SULAWESI T KOTA PALL

7301 SULAWES! S KAB. KEPULAUAN SELAYAR

7302 SULAWESI S KAB. BULUKUMBA

7303 SULAWES! S KAB, BANTAENG

7304 SULAWES! § KAB. JENEPONTO

7305 SULAWES| § KAB. TAKALAR

7306 SULAWESI S KAB. GOWA

7307 SULAWESI S KAB, SINIAI

7308 SULAWES! § KAB. BONE

7309 SULAWES| § KAB. MARDS

7310 SULAWESI § KAB. PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
7311 SULAWES! § KAB. BARRU

7312 SULAWESI S KAB. SDPPENG

7313 SULAWESI S KAB. WAID

7314 SULAWESI S KAB. SIDENRENG RAPPANG

7315 SULAWESI S KAB. PINRANG

T316 SULAWES| S KABE, ENREKANG

7317 SULAWESI § KAB. LUWU

7318 SULAWES! S KAB. TANA TORAJA

7322 SULAWESI S KAB. LUWLU UTARA
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7324 SULAWES! 5 KAB., LUWL TIMUR
7326 SULAWES| 5 KAR, TORAIA UTARA
7371 SULAWES! 5 KOTA MAKASSAR

7372 SULAWESI 5 KOTA PAREPARE

7373 SULAWES! 5 KOTA PALOPD

7401 SULAWESI T KAB, KOLAKA

7402 SULAWES! T KAB, KONAWE

7403 SULAWES T KAR, MUNA

TA04 SULAWES] T KAB. BUTON

7405 SULAWESI T KAB, KONAWE SELATAN
TA0E SULAWESI T KAR, BOMBANA

7407 SULAWESI T KAB, WAKATORI

7408 SULAWES T KAB, KOLAKA UTARA
1405 SULAWES! T KAR, KONAWE UTARA
TALD SULAWES! T KAB. BUTON UTARA,
7411 SULAWESI T KAB. KOLAKA TIMUR
7412 SULAWES! T KAB, KONAWE KEPULAUAN
7413 SULAWESI T KAR, MUNA BARAT
7414 SULAWESI T KAB. BUTON TENGAH
1415 SULAWESI T KAB, BUTOMN SELATAN
TA71 SULAWESI T KOTA KEMDARI

1472 SULAWESI T KEOTA BAL BAL

7501 GORONTALC KAB, GORONTALD

7502 GORONTALC KAR, BOALEMO

7503 GORCINTALL KAB, BONE BOLANGO
7504 GORONTALC KAR, POHUWATD

7505 GORONTALC KAB. GORONTALD UTARA
7571 GORONTALL KOTA GORONTALD
TE01 SULAWES! B KAR., PASANGEAYL
TE02 SULAWES! B AR, MAMUIU

TE03 SULAWES! B KAB, MAMASA

TE04 SULAWES! B KAR, POLEWALI MANDAR
7605 SULAWES! B KAB. MAJENE

TE06 SULAWES! B KAB, MAMUIU TENGAH

8101 MALUKL
8102 MALUKL
8103 MALUKL
83104 MALUEKL
8105 MALLUKL
8106 MALUKL
8107 MALUKL
8108 MALUKL
8109 MALUKLY
8171 MALUKL
172 MALUKY

KAB. MALLKL TENGAH

FAB, MALUKU TENGGARA
KAB. KEPULALAN TANIMBAR
KAB. BURL

KAB. SERAM BAGLAN TIMUR
KAB., SERAM BAGLAN BARAT
KAB. KEPUILAUAN ARL

KAB., MALUKU BARAT DAYA
KAB. BURL SELATAN

KOTA AMBON

ROTA TUAL

8201 MALUKU UT KAB, HALMAHERA BARAT
8202 MALUKU UT KAB. HALMAHERA TENGAH
8203 MALUKU UT KAB. HALMAHERA UTARA
8204 MALUKL UT KAB, HALMAHERA SELATAN
8205 MALLUKLU UT KAB. KEPULAUAN SULA
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B206 MALUKL UT KAB, HALMAHERA TINLIA
B207 MALUKL UT KAB, PULAL MORDTAI
B208 MALUNL UT KAR, PLLAL TALIABU
B2 MALUKL UT KOTA TERNATE

B272? MALUEL UT KOTA TIDDRE KEPULALIAN
9103 PAPUA  KAB, JAYAPURA

o105 PAPUA  KAB, KEPULAUAN YAPEN
F106 FAFU A  KAB, BIAK NUMFOR
9110 PAPUA KAB. SARMI

0111 PAPUA  KAB. KEEROM

G115 PAPU A  KABR WAROPEN

9119 PAPUA  KAB SUPIDRE

oIM PAPUA  KAR MAMBERAMD RAYA
STl PAPUA  KOTA MYAPURA

B301 PAPUA BARS KABR, SORONG

0202 PAPLA BAR KAB, MANOEWAR]
0200 PAPLA BARS KAR, FAK FAK

G204 PAPLUA BAR KAR, SORONG SELATAN
9205 PAPUA BARI KAB, RAIA AMPAT
9206 PAPLIA BARS KAB, TELUK BINTUNI
0207 PAPLA BARS KAR, TELLIK WOMDARA
GR0E PAPUA BARI KAB, KAINANA

5209 PAPLIA BARI KAB, TAMBRALIW
0210 PAPLA BARI KAB, MAYBRAT

G211 PAPUA BARS KAB, MANOEWAR SELATAN
G212 PAPUA BARI KAB, PEGUNLINGAN ARFAK
G271 PAPUL BARS KOTA SORONG
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Sanggahan yang dilakukan mas-
yarakat terhadap penerima
bansos yang tidak layak meneri-
ma bansos menggunakan
aplikasi Cek Bansos
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